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KATA PENGANTAR

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
adalah pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
8 Tahun tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Terkait dengan
hal tersebut, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di lingkungan Dinas

Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal-hal yang diatur dalam pedoman ini meliputi penyusunan Dokumen
Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi
Internal dan Capaian Kinerja. Tujuan dari penyusunan pedoman ini
diharapkan akan tercipta keselarasan diantara tahap-tahap pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

Pedoman ini kiranya masih memerlukan saran untuk penyempurnaan
di masa yang akan datang seiring dengan perkembangan organisasi yang
semakin kompleks. Akhir kata kami menyampaikan ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman

ini bermanfaat.

Banjarmasin, 3 Januari 2023

Pit. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSIHFKALIMANTAN SELATAN

L

MUHAMMADUN, A.KS, M.l.Kom
Pembina Tingkat |
NIP. 19660419 198910 1 001
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin baik tata
kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran
roda pembangunan nasional. Hasil yang telah diperoleh dari
pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2016-2021 menjadi
dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan
selanjutnya. Oleh karena itu, periode 2021-2026 merupakan tahap
penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi periode ketiga atau
tahap akhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yang
diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia
(world class bureaucracy) yang dicirikan dengan pelayanan publik
yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan
efisien, serta bertujuan untuk mencapai tiga sasaran, yaitu: (1)
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi,
dan nepotisme; (2) terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat; dan (3) meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi
pemerintah menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan
fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya dengan didasarkan
suatu perencanaan strategis. Pertanggungjawaban dimaksud
dilaporkan kepada pemberi mandat, pimpinan masing- masing

instansi, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan



akhirnya disampaikan kepada Presiden. Laporan tersebut
menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui suatu Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pertanggungjawaban sumber daya publik (public resources)
merupakan kunci dari proses pengelolaan negara serta merupakan
elemen yang penting bagi demokrasi yang sehat. Pihak legislatif,
eksekutif dan masyarakat sangat ingin mengetahui, apakah
pelayanan pemerintah kepada masyarakat telah dilaksanakan secara
transparan, efisien, efektif, ekonomis serta telah menaati hukum dan
aturan-aturan yangberlaku.

Dalam rangka mendukung dan mempercepat pencapaian
pemerintahan menuju good governance, Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Selatan telah melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mendorong terciptanya
akuntabilitas kinerja kearah terwujudnya pemerintahan yang baik
dan dapat dipercaya.

Secara operasional, sasaran yang diinginkan dalam
akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Selatan akuntabel dalam melaksanakan aktivitasnya,
responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, terbuka,
dipercaya masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Jajaran pegawai Dinas
Sosial Provinsi Kalimantan Selatan harus memahami ruang lingkup
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang meliputi semua
kegiatan dan sasaran dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian
visi dan misi Kepala Daerah. Kegiatan yang menjadi perhatian utama
adalah mengenai tugas dan fungsi, prioritas daerah, dan aktivitas
dominan serta vital bagi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Internal ini diharapkan menjadi sistem yang
handal untuk memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan

mulai dari perencanaan strategis, perumusan kebijakan, pengukuran



kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjutnya berupa

perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara

berkelanjutan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) merupakan :

1. Instrumen penting dan vital sebagai dasar untuk melaksanakan
Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;

2. Sarana yang efektif untuk mendorong seluruh pejabat di jajaran
Dinas Sosial untuk meningkatkan disiplin dalam menerapkan
prinsip-prinsip good governance dan fungsi-fungsi manajemen
modern secara taat asas;

3. Sarana untuk mendorong pengelolaan dana dan sumber daya
lainnya menjadi efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan
kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan publik secara terukur dan berkelanjutan;

4. Sarana untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan
dan/atau kegagalan dari setiap level pimpinan di jajaran Dinas
Sosial dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja;

5. Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan organisasi,
kebijakan publik, sistem perencanaan dan penganggaran,
ketatalaksanaan, metode kerja dan prosedur pelayanan
masyarakat, mekanisme pelaporan serta pencegahan praktik-
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

6. Sarana untuk mendorong tumbuhnya kreativitas, produktivitas,
sensitivitas, disiplin dan tanggung jawab serta etos kerja bagi
para pegawai di lingkungan Dinas Sosial dalam melaksanakan
tugas dan fungsi berdasarkan aturan, kebijakan, prosedur dan

tata kerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja di

lingkungan Dinas Sosial perlu memperhatikan prinsip-prinsip



sebagai berikut :

1. komitmen dari pimpinan dan seluruh staf;

2. penguatan sistem, yang menjamin penggunaan sumber-sumber
daya sesuai peraturan berlaku;
demonstrasi tingkat pencapaian tujuan dan sasaran;

4. orientasi pada pencapaian visi, misi dan hasil serta manfaat; dan
5. obyektivitas, transparansi, keakuratan, inovasi sebagai
katalisator perubahan manajemen ke arah yang lebih maju.

Peningkatan kinerja tidak bisa dilakukan tanpa adanya
manajemen yang baik. Manajemen merupakan suatu siklus tahapan-
tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pemantauan dan evaluasi. Hasil evaluasi kinerja menjadi umpan
balik bagi tahapan perencanaan berikutnya. Dengan demikian,
manajemen kinerja diperlukan sebagai upaya-upaya peningkatan
kinerja agar tertata dengan baik dalam siklus tahapan kerja yang
tidak terputus, sehingga terbangun budaya kerja yang berorientasi

pada proses dan hasil.

Maksud dan Tujuan
Penyusunan pedoman pelaksanaan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Internal Dinas Sosial memiliki maksud

dan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan bagi satuan kerja di lingkungan Dinas Sosial
dalam menyusun dokumen SAKIP, yaitu untuk membantu
penyusunan Rencana Strategis, penyusunan Indikator Kinerja,
Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
Pemantauan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja,;

2. Untuk memantau keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi
dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Sosial

Provinsi Kalimantan Selatan.



Pengertian Umum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor 54 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara

reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud

dengan :

1

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang
selanjutnya disebut SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk
tujuan  penetapan, pengukuran, pengumpulan  data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
ataupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja organisasi secara terukur
melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara
periodik.

Akuntabilitas adalah  kewajiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan
kinerja kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak
atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.
Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang
telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu

program.
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Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah hal-hal yang akan dicapai atau dihasilkan pada
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk
mewujudkan visi dan misi pemerintahan dengan didasarkan
pada isu-isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil (outcome) yang diharapkan dari suatu
program.

Target adalah keluaran (output) yang diharapkan dari suatu
kegiatan.

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata
oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,
terukur, dalam periode tahunan, semesteran, triwulan atau
bulanan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah
untuk mencapai tujuan.

Program  adalah  penjabaran  kebijakan  kementerian
negara/lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan misi kementerian negara/lembaga atau SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa satuan Kkerja pada kementerian
negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
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jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai
dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome)
dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah
daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah
(SKPD).

Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output)
dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator
Kinerja Program.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yangtersedia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD 2021-2026,
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan
tahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut
RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat
Renstra  2021-2026, adalah  dokumen  perencanaan
Kementerian/Lembaga/SKPD untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang
memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi SKPD
sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada
RPJMD 2021-2026.

Rencana Kerja, yang selanjutnya disingkat Renja, adalah

dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu
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unit organisasi di lingkungan SKPD yang merupakan
penjabaran dari Renstra 2021-2026 untuk periode 1 (satu) tahun
anggaran tertentu, serta selaras dengan Rencana Kerja
Pemerintah.

Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu
kementerian negara/lembaga/SKPD  yang merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja
Kementerian Negara/Lembaga/SKPD yang bersangkutan dalam
satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Pengukuran  Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi,
misi dan strategi, atau kegiatan manajemen yang
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar,
rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah
ditetapkan.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun
berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran  Pendapatan dan Belanja  Daerah
(APBN/APBD).

Reviu atas Laporan Kinerja adalah penelaahan atas laporan
kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah

menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
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Evaluasi Kinerja adalah rangkaian kegiatan yang mengukur
efisiensi pemanfaatan sumber daya dan efektivitas pencapaian
tujuan dan sasaran dengan membandingkan realisasi keluaran
(output) dan hasil (outcome) terhadap perencanaan program dan
kegiatan.

Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja adalah unit instansi
pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang
melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan
data kinerja.

Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit intansi
pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan,
pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I.
Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementrian Negara/Lembaga
adalah unit kerja kementerian negara/lembaga yang melakukan
pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data
kinerja tingkat kementerian negara/lembaga.

Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan
pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat
Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan
pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat

Kabupaten/Kota.



BAB I
KOMPONEN-KOMPONEN SAKIP

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan
Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan SAKIP pada Dinas Sosial Prov. Kalsel dilaksanakan oleh
entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai
berikut :

1. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
2. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Sebagai suatu sistem, penyelenggaraan SAKIP terdiri atas komponen-
komponen yang terintegrasi, meliputi : Perencanaan Kinerja, Perjanjian
Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja,
Reviu dan Evaluasi Kinerja. Jika dilihat dari siklusnya dapat tergambar

sebagai berikut :

RENCANA [ —
STRATEGIS [ 7 RENIA | eka /L

PERJANJIAN
KINERJA

AKUNTABILITAS PENGUKURAN
FARORANKINERIAS KINRIA [ KINERIA

REVIU LAPKIN

EVALUASI SAKIP

Laporan Triwulanan

PENGELOLAAN

Balanced Scorecard DATA KINERIA
(BSC)| E-Monitoring
Online

Gambar 1. Siklus Implementasi SAKIP Dinas Sosial Prov. Kalsel
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Dari Siklus tersebut dapat dijelaskan :

A. PERENCANAAN KINERJA

1.

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen
Renstra memiliki posisi yang sangat strategis. Renstra
berkedudukan sebagai penjabaran dari RPIMN/RPJMD, di mana
dalam penyusunan Renstra harus berpedoman pada
RPJMN/RPJMD. Selain itu, Renstra juga digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan rancangan Renja. Kedudukan
Renstra dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut :

RP]P Pedoman
Nasional ﬁ

Pedoman

VISI MIS] BRI 1 Dijabarkan Pedoman
) — [_____ > RAPB

' Pedoman Diacu l
| - Pedoman Pedoman
Rsinmah — ] —

Kontrak Kinerja

|

LAPORAN:
- Kinerja Pembangunan;

- Kinerja Anggaran;
- Kinerja Organisasi

Gambar 2. Mekanisme Penyusunan RENSTRA SKPD

Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya,
seperti pada Gambar 2, ada 3 (tiga) keterkaitan antara Renstra
dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu :
a. Keterkaitan Renstra dengan RPIJMD
Keterkaitan Renstra dengan RPJMD seperti yang
disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 bahwa dalam penyusunan Renstra
berpedoman pada dokumen RPIJMD. Renstra memuat Visi,
Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan

yang merupakan penjabaran RPIJMD dan bersifat indikatif.
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Keterkaitan Renstra dengan Visi Misi Kepala Daerah
Keterkaitan Renstra dengan Visi Misi Kepala Daerah yaitu
bahwa dalam penyusunan Renstra harus memperhatikan
kesesuaian dengan Visi dan Misi (platform) Gubernur
terpilih. Bagi SKPD yang memiliki kontrak kinerja dengan
Gubernur terkait pencapaian Visi dan Misi Gubernur maka
kontrak kinerja tersebut harus pula tercermin dalam
dokumen Renstra.

Keterkaitan Renstra dengan Renja

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 dijelaskan bahwa “Renja disusun dengan
berpedoman pada Renstra dan mengacu pada prioritas
pembangunan nasional/daerah dan pagu indikatif.” Muatan
yang terdapat dalam dokumen Renja antara lain Kebijakan,
Program, dan Kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Kemudian dijelaskan juga, pada Pasal 20 ayat 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 disebutkan bahwa
‘Rancangan Renja memuat kebijakan, program, dan

kegiatan sebagai penjabaran Renstra.”

Selanjutnya dokumen Renja yang telah tersusun, menjadi

acuan dalam penyusunan RKA. RKA yang telah disusun oleh

SKPD selanjutnya akan digunakan sebagai input dalam rangka

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebelum nanti akhirnya ditetapkan menjadi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Dokumen RKA kemudian akan

digunakan sebagai input dalam penyusunan Laporan Kinerja

Pembangunan, Laporan Kinerja Anggaran dan Laporan Kinerja

Organisasi.
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Alur penyusunan Renstra merupakan rangkaian proses/
kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen
Renstra untuk sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya.
Penyusunan Renstra dilakukan oleh pimpinan dari masing-
masing SKPD yang bersangkutan. Dalam penyusunan Renstra,
pimpinan SKPD harus berpedoman pada RPJMD dan
memperhatikan  himpunan hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan
kewenangan SKPD yang bersangkutan, serta memperhatikan
aspirasi Masyarakat. Dalam penyusunan Renstra, mekanisme
atau alur kegiatan yang dilalui yaitu meliputi 3 (tiga) proses
sebagai berikut:

1) Proses Teknokratik

Proses Teknokratik dalam penyusunan Renstra merupakan

proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan

metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis
kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa
skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Proses teknokratik menghasilkan Rancangan Teknokratik

Renstra. Rancangan  Teknokratik Renstra dalam

penyusunannya mengacu pada Rancangan Teknokratik

RPJMD, oleh karena itu penentuan Visi, Misi, Tujuan,

Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan SKPD selama 5

(lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian

tujuan RPJMD. Selain itu, Rancangan Teknokratik Renstra

juga harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan
kewenangannya serta aspirasi Masyarakat.
2) Proses Politik
Proses politik dalam penyusunan Renstra merupakan proses
penyusunan Renstra yang diselaraskan dengan Visi, Misi, dan

Program Prioritas (platform) Kepala Daerah. Proses politik
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3)

merupakan lanjutan dari proses teknokratik dan menghasilkan
rancangan Renstra. Rancangan Renstra dalam
penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RPJMD
yang telah memuat Visi, Misi, dan Program Prioritas (platform)
Kepala Daerah terpilih. Selain itu, rancangan Renstra juga
disusun berdasarkan Rancangan Teknokratik Renstra dengan
mempertimbangkan koordinasi bersama Pemerintah Daerah
untuk mengidentifikasikan pembagian tugas dalam pencapaian
sasaran nasional. Rancangan Renstra disesuaikan dengan
rancangan awal RPIJMD, hasil penelaahan rancangan Renstra,
serta hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
Penetapan Renstra

Penetapan Renstra dilakukan setelah rancangan Renstra
disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
Setelah  ditetapkan, dokumen Renstra  selanjutnya
disampaikan oleh setiap SKPD yang bersangkutan kepada
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Menteri
Dalam  Negeri, Menteri Keuangan, dan  Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Proses penyusunan Renstra dapat dilihat pada Gambar berikut

PIHAK PROSES TEKNOKRATIK PROSES POLITIK PROSES PENETAPAN

I
| i
\ I
| PRESIDEN PRESIDEN |
: TERPILIH DILANTIK :

1

NINrdd

menjadi
pedoman

Submit

e o e o e e

i 7 | RANCANGAN
KEMENTERIAN/ ‘ s RENSTRAK/L

VHLSN3IY

RN ——

Gambar 3. Proses Penyusunan RENSTRA
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Berdasarkan bagan mekanisme penyusunan Renstra
(lihat Gambar 3), dalam penyusunan Renstra diawali dengan
Kementerian/Lembaga/SKPD menyusun Rancangan
Teknokratik Renstra dengan mempertimbangkan aspirasi

Masyarakat dan hasil evaluasi rencana pembangunan sektor.

Pada saat yang bersamaan, Bappeda Provinsi
Kalimantan Selatan menyusun Rancangan Teknokratik
RPJMD. Rancangan Teknokratik RPIMD menjadi acuan bagi
SKPD dalam menyusun Rancangan Teknokratik Renstra.
Setelah terpilihnya Kepala Daerah, dilakukan penyempurnaan
Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi rancangan awal
RPJMD yang memuat penjabaran Visi, Misi, dan Program
Prioritas Kepala Daerah terpilih. Rancangan awal RPJMD
digunakan oleh SKPD dalam menyesuaikan Rancangan
Teknokratik Renstra menjadi rancangan Renstra. Rancangan
Renstra kemudian disampaikan kepada Bappeda Provinsi
Kalimntan Selatan untuk dilakukan penelaahan batasan
muatan rancangan Renstra dan konsistensi antara rancangan
Renstra dengan rancangan awal RPJMD.

Penelaahan tersebut dilakukan melalui pertemuan dua
pihak antara Bappeda dan SKPD dengan berpedoman pada
rancangan awal RPJMD. Pertemuan dua pihak sebagaimana
dimaksud dikoordinasikan oleh Bappeda Prov. kalsel. Hasil
penelaahan rancangan Renstra kemudian digunakan sebagai
bahan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi
rancangan RPJMD, yang digunakan sebagai bahan utama
dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah. Hasil
musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah
daerah digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan akhir
RPJMD. Rancangan akhir RPJMD disampaikan kepada
Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi RPJMD
melalui Peraturan Daerah.
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Sistematika penulisan Renstra Sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan valuasi Pembangunan Daerah,
tata Cara Evaluasi RPJPD, dan RPJIMD, serta tata cara perubahan
RPJPD, RPJMD, dan RKPD secara garis besar terdiri atas 8
(delapan) bab dan lampiran. Penjelasan secara umum
mengenai sistematika penulisan Renstra akan diuraikan

sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB || GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB Ill PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2 Telahaan, Visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

3.3 Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS)
3.5 Penentuan su-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
42  Tujuan
43 Sasaran

4.4 Indikator
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan kebijakan
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1 Rencana Program dan kegiatan
6.2 Indikator Kinerja
6.3 Kelompok sasaran
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
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Sasaran Strategis SKPD (Outcome/Impact)

merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh

SKPD yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh

adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program.

Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja sehingga

menjadi ukuran keberhasilan dari pencapaian visi dan misi

SKPD. Kriteria dalam penentuan Sasaran Strategis SKPD

adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis SKPD yang ditetapkan harus
merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan SKPD;

Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya
outcomes dari semua program dalam SKPD;

Sasaran Strategis SKPD yang dirumuskan sama
dengan sasaran pembangunan yang ada dalam
RPJMD maupun RPJPD sesuai dengan tugas
fungsi SKPD masing- masing dan/atau setingkat
lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada
dalam RPJMD namun tetap sesuai dengan Visi,
Misi dan tugas serta fungsi SKPD yang
bersangkutan;

Sasaran Strategis SKPD vyang dirumuskan
memiliki sebab akibat (causality) secara logis
dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD
maupun RPJPD;

Sasaran strategis SKPD harus dirumuskan
dengan jelas dan terukur; dan

Sasaran strategis SKPD harus dilengkapi dengan

indikator dan target kinerja.

Kriteria dalam menentukan target kinerja Sasaran

Strategis SKPD adalah sebagai berikut :

= Specific : sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi

dengan jelas;

» Measurable : target kinerja dinyatakan dengan jelas
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1)

dan terukur;

= Achievable : target kinerja dapat dicapai terkait
dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;

» Relevant : mencerminkan keterkaitan (relevansi)
antara target outcome dalam rangka mencapai

target impact yang ditetapkan; dan

» Time Bond: waktu/periode pencapaian Kkinerja

ditetapkan.

Menyusun Indikator Kinerja Program dan Indikator

Kinerja Utama Indikator ditetapkan secara spesifik

untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan

informasi kinerja (outputs, outcomes dan impacts).

Penetapan indikator kinerja, perlu mempertimbangkan

beberapa hal sebagai berikut :

» Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung
dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan
sasaran strategis institusi.

= Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak
bermakna sehingga mudah untuk dimengerti dan
digunakan.

= Measurable, indikator yang digunakan diukur
dengan skala penilaian tertentu yang disepakati,
dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas
ataupun biaya.

= Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai

dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.

» Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat

mengikuti perubahan tingkatan kinerja.

= Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses
validasi dalam sistem yang digunakan untuk
menghasilkan indikator.

= Cost-effective, kegunaan indikator sebanding

dengan biaya pengumpulan data.



2) Menentukan Target Kinerja
Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator
kinerja. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran
kinerja spesifik yang akan dicapai oleh SKPD,
Program, dan Kegiatan dalam periode waktu yang
telah ditetapkan. Kriteria dalam menentukan Target
Kinerja menggunakan pendekatan “SMART”, yaitu:

» Specific: sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi
dengan jelas;

» Measurable: target kinerja dinyatakan dengan jelas
dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan
dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;

= Achievable: target kinerja dapat dicapai terkait
dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;

» Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi)
antara target output dalam rangka mencapai target
outcome yang ditetapkan; serta antara target
outcome dalam rangka mencapai target Impact yang
ditetapkan; dan

» Time Bond: waktu/periode pencapaian kinerja
ditetapkan.

2. RENJA DAN RKA
a. Rencana Kerja (Renja)
Perencanaan kegiatan tahunan oleh SKPD dituangkan
dalam bentuk dokumen perencanaan Rencana Kerja
(Renja). Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra)
serta disusun mengacu pada RKPD. Pada penyusunan
Renja, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai
berikut :

1) Penyusunan Renja berpedoman pada Rancangan Awal
RKPD;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Target kinerja yang ditetapkan merupakan rencana
kinerja dari suatu dalam rangka melaksanakan tugas
dan fungsi dan/atau penugasan prioritas pembangunan
nasional;

Informasi kinerja yang ada dalam Renja meliputi:

= Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis

= Program, Sasaran Program (Outcome), Indikator Kine
Program (IKP);

= Kegiatan, Sasaran Kegiatan (Output), Indikator Kine
Kegiatan (IKK);

= Perkiraan alokasi pendanaan baik untuk tahun yang
direncanakan maupun prakiraan majunya;

Informasi tersebut merupakan kebijakan kinerja yang

ditetapkan dan bersifat baku serta menjadi referensi

dalam penentuan alokasi pendanaannya. Informasi

tersebut juga telah tercantum dalam dokumen RPJMD

dan Renstra

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

seluruhnya dalam kerangka pelaksanaan tugas-fungsi

dan/atau penugasan prioritas pembangunan daerah.

Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan

harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan

dan penyerapan anggaran

Peruntukan indikasi pendanaan harus memperhatikan

urutan prioritas sebagai berikut :

= Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian
prioritas pembangunan yang tercantum dalam
RPJMD, Renstra, dan Rancangan Awal RKPD;

= Kebutuhan belanja pegawai dan operasional harus
dipenuhi dan menjadi prioritas utama,

= Kebutuhan dana pendamping untuk Kkegiatan-
kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman

dan hibah luar negeri;

ra

ra
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= Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang
bersifat tahun jamak (multiyears);

» Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan
peraturan yang berkaitan dengan daerah tertinggal,
perbatasan, pengurangan kesenjangan antar wilayah
serta isu lainnya terkait kewilayahan;

» Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan
program/kegiatan berdasarkan peraturan
perundangan.

8) Peningkatan efisiensi dengan membatasi/mengurangi
komponen yang bersifat administrasi (biaya administrasi
keluaran-BAK) dalam pencapaian sebuah output;

9) Pembagian urusan dan kewenangan Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Rencana Kerja dan Anggaran SKPDyang selanjutnya disebut

RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang

berisi program dan kegiatan suatu SKPD yang merupakan

penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah dan
rencana strategis SKPD yang bersangkutan dalam satu
tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya. Di dalam rencana kerja diuraikan visi,
misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan,
kegiatan, keluaran yang diharapkan. Di dalam anggaran
yang diperlukan tersebut diuraikan biaya untuk masing-
masing program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang
direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan
maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran

pendapatan SKPD yang bersangkutan.
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PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisi
penugasan antara atasan dan bawahan, atau kesepakatan
antara pemberi tanggung jawab dengan penerima tanggung
jawab, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelola sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana
Strategis (Renstra) serta anggaran yang tercantum pada
Rencana Kerja Anggaran (RKA). Sesuai dengan amanat
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, seluruh satuan Kkerja
diwajibkan menyusun perjanjian Kkinerja pada setiap
tingkatannya. Pihak-pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja
adalah:
= Pejabat Struktural Esselon II;
= Pejabat Struktural Esselon llI;

= Pejabat Struktural Esselon IV;

= Pejabat JFU serta JFT membuat perjanjian kinerjanya
dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Setelah DPA diterima, dilakukan identifikasi terhadap
kegiatan-kegiatan besaran dari semua program/kegiatan untuk
dimasukan kedalam format formulir Perjanjian Kinerja. Acuan
utama dalam program/kegiatan, besaran tersebut adalah
dalam rangka menunjang pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan pada Rencana Strategis. Program/kegiatan
besaran tersebut harus didukung faktor-faktor pengikat lainnya,
seperti indikator kinerja, target, dan anggaran yang diperlukan
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja.
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Penyusunan Perjanjian Kinerja dimulai dengan rumusan
Rencana Strategis yang dilanjutkan dengan menjabarkan
rencana lima tahunan kedalam rencana kerja tahunan.
Berdasarkan rencana kerja tersebut, maka diajukan dan
disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana
tahunan. Berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui
anggarannya melalui pembahasan Rencana Kerja Anggaran,
maka ditetapkan suatu Perjanjian Kinerja yang merupakan
kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja
seperti yang telah direncanakan.

Dokumen Perjanjian Kinerja secara rinci terletak pada
lampirannya, Informasi yang disajikan dalam lampiran
Perjanjian Kinerja meliputi :

a. Sasaran Strategis.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata
oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terukur, dan dalam
kurun waktu satu tahun. Sasaran harus sesuai dengan
Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

b. Program.
Perumusan program memperhatikan dokumen RPJMD
2021-2026 dan RKPD. Dengan demikian akan terjalin suatu
keselarasan program mulai dari RPJMD 2021-2026,
Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja.

c. Indikator Kinerja.
Indikator  kinerja adalah ukuran kuantitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat
berupa output maupun outcome. Indikator kinerja keluaran
(output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik
dan nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan
suatu kegiatan sesuai dengan sumber daya yang

digunakan. Indikator kinerja hasil (outcome) adalah segala
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sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
kegiatan (output) pada jangka menengah. Outcome
merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Indikator
kinerja yang ditetapkan harus dapat diukur dan terkait
langsung (relevance) dengan tujuan dan sasaran yang
ditetapkan.

Target Kinerja.

Merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja
yang akan dicapai dalam satu tahun.

Jumlah anggaran yang dialokasikan.

Jumlah anggaran ini termasuk biaya-biaya yang dapat
diidentifikasikan kepada suatu sasaran tertentu. Jika hal
tersebut tidak memungkinkan, maka disajikan jumlah
anggaran untuk biaya langsung saja. Data anggaran ini
didasarkan pada dokumen anggaran yang telah disetujui
dalam DPA.

Adapun tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1)

2)

3)

4)

5)

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan
pemberi amanah untuk meningkatkan integritas,
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
Kinerja aparatur;

Sebagai dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan
dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta
sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward
and punishment);

Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan
monitoring, evaluasi dan supervisi atas
perkembangan/kemajua kinerja penerima amanah; dan

Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai
(SKP).
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Perjanjian kinerja harus disusun setelah menerima
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dan paling lambat 1
(satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian
Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang
menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang
seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang
relevan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan
Selatan, sasaran yang digunakan harus menggambarkan
dampak dan outcome yang dihasilkan serta relevan
dengan indikator kinerja lain nya.

2) Indikator Kinerja Utama Esselon II, sasaran yang
digunakan harus menggambarkan dampak pada
Unit/Programnya serta outcome yang dihasilkkan dan
menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon Il dan
indikator kinerja lain yang relevan.

3) Indikator Kinerja Utama Eselon Ill, sasaran yang digunakan
menggambarkan outcome dan output pada bidangnya
serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon IV dan
indikator kinerja lain yang relevan.

Secara umum format Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas
2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan
Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan
muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut.
Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada satu tahun
tertentu.

1) Pernyataan Perjanjian Kinerja.

Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas :

= Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu
tahun tertentu;

= Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang
bersepakat.

2) Lampiran Perjanjian Kinerja.
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Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi
yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja
disesuaikan dengan tingkatnya.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dengn kond
sebagai berikut:

= Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

= Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi
pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program,
kegiatan dan alokasi anggaran);

= Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara

signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Setelah Perjanjian Kinerja selesai disusun dan
ditandatangani oleh kedua pihak yakni atasan dan bawahan,
perlu dilakukan pemantauan atas kemajuan pencapaian target-
target yang telah disepakati agar tetap selaras dengan visi,
misi, tujuan dan sasaran organisasi. Pemantauan ini
diwujudkan kedalam bentuk pengumpulan data dan
pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala.
Pemantauan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Dinas
Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Seluruh Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) yang ada dilingkungan Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Selatan harus melakukan penginputan

capaian perjanjian kinerja per bulan.

isi
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALTMANTAN SELATAN

NO KINERJA UTAMA KINERIA TARGET
[ @ | N () L@
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 1. y Pemer | Pe PPKS yang Mandin 19,79%
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
DINAS SOSIAL
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Niai K 85 Pain
PERJANIIAN KINERJA TAHUN 2023 Jumlah Inovasi Pelayanan Pubik yang TBuah
DDDDD ngkan
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
No. | PROGRAM ANGGARAN

Nama : MUHAMMADUN, A.KS, M.1.Kom

1. [ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah Provins Ro. 4756653763,
Jabatan : PIt. Kepala Dinas Sosial 5 % T
Provinsi Kalimantan Selatan 3 e
Setanfitnya disebut PIHAK FERTAMA .| Program Perindungan Dan Jarminan Sosial Ro. 5642275800,
Nama H. SAHBIRIN NOOR 5. | Program Penanganan Bencana Rp. 6.871.061.600,-
Jabatan Gubemur Kalimantan Selatan 6. | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Rp. 1.412.743.200,
[Jumiah Rp.  96.266.887.736,-
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Banjarmasin, Maret 2023
Perencanaan Strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerfa tersebut PIHAK KEDU) PTHAPERTAMAL
menjadi tanggung Jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian
inl, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaen atau
sanksi.
H. SAHBIRIN NOOR MUHAMMADUN, A.KS, M.I.Kom

NIP. 19660419 198910 1 001
Banjarmasin,  Maret 2023

PIHAK KEDYA, PIHAK PERTAMA,

H. SAHBIRIN NOOR MUHAMMADUN, A.KS, M.L.Kom
NIP. 19660419 198910 1 001

Gambar 9. Lembar Pernyataan Perjanjian Kinerja

B. PENGUKURAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen
kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya
peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan
akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome
yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan
terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kkinerja
dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran
kinerja ini dilakukan secara berkala bulanan dan tahunan.
Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus
cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui pencapaian
target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merefleksikan
filosofi dan kultur dari suatu organisasi serta menggambarkan

seberapa baik suatu kinerja telah diselesaikan dengan biaya,
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waktu, dan kualitas yang optimal.

1. PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI
Strategi-strategi organisasi yang telah ditetapkan

bertujuan untuk menghasilkan kinerja organisasi yang optimal.
Untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas penerapan strategi
tersebut diperlukan adanya pengukuran kinerja. Pengukuran
kinerja baik kuantitatif maupun kualitatif harus dapat
menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan
organisasi, baik pada tahap perencanaan (ex-ante), tahap
pelaksanaan (on-going), maupun tahap setelah kegiatan
selesai (ex- post). Selain itu pengukuran kinerja jugadigunakan
untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan
kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun
tujuan organisasi yang. Terdapat beberapa indikator dalam
pengukuran kinerja, yaitu sebagai berikut :

a. Indikator kinerja input (masukan), yaitu indikator yang
dibutuhkan  agar  pelaksanaan kegiatan dapat
menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana,
SDM, informasi, dll.

b. Indikator kinerja output (keluaran), yaitu sesuatu yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang
dapat berupa fisik maupun non fisik.

c. Indikator kinerja outcome (hasil), yaitu segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan
pada jangka menengah (efek langsung).

d. Indikator kinerja benefit (manfaat), yaitu sesuatu yang
terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

e. Indikator kinerja impact (dampak), yaitu pengaruh yang
ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap
tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah

ditetapkan.



Beberapa langkah yang dilakukan dalam proses pengukuran
Kinerja, yaitu:

a.  Mendefinisikan Misi, Penetapan tujuan, Sasaran dan
Strategi Organisasi. Misi bertujuan meyakinkan adanya
satu kesatuan tujuan didalam organisasi. Sasaran
merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan
secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas.
Strategi adalah caraatau teknik yang digunakan organisasi
untuk mencapai tujuan dan sasaran.

b. Penetapan dan Pengembangan Indikator.

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung
dan diukur dan mengacu pada penilaian kinerja secara
tidak langsung vyaitu hal-hal yang sifathya hanya
merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja
mengacu pada penilaian kinerja secara langsung.

¢. Pengukuran Kinerja dan Penilaian Hasil Pengukuran.
Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-
sasaran organisasi. Jika kita sudah mempunyai indikator
dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja
bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian
tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil
aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah
ditetapkan.

d. Pelaporan hasil-hasil secara formal.

Pelaporan secara formal akan memberikan gambaran
kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang
berhasil dicapai organisasi. Informasi capaian kinerja dapat
dijadikan (i) sebagai pertanggung jawaban atas hasil yang
dicapai, proses yang dilakukan dan sumber daya yang
telah dipercayakan untuk dikelola. Hasil pengukuran
terhadap pencapaian kinerja dijadikan dasar bagi
manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan
kinerja pada periode berikutnya. Selain itu, dapat dijadikan
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landasan pemberian reward and punishment terhadap
manajer dan anggota organisasi; (i) sebagai umpan balik.
Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu
tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang

telah dicapai organisasi.

2. PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU.

Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan cara
menggabungkan nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja. Penilaian
Kinerja PNS dilakukan dengan memberikan bobot masing-

masing unsur penilaian :

KINERJATAMBAHAN

Tunpiben| 1 v b Pencar
[

- Bencan e suta ittt

a. 70% (tujuh puluh persen) untuk penilaian SKP, dan 30%
(tiga puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja; atau
b. 60% (enam puluh persen) untuk penilaian SKP, dan 40%
(empat puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja
Penilaian Kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan
atau predikat sebagai berikut :
a. Sangat Baik, apabila PNS memiliki:
1) nilai dengan angka 110 (seratus sepuluh) < x < 120
(seratus dua puluh); dan

2) menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam
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peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi
organisasi atau negara.
b. Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 90
(sembilan puluh) < x < angka 120 (seratus dua puluh);
c. Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 70 (tujuh
puluh) < x <angka 90 (sembilan puluh);
d. Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 50 (lima
puluh) < x <angka 70 (tujuh puluh); dan

e. Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka <
50 (lima puluh).

C. PELAPORAN KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting
yang diperlukan dalam penyusunan laporan Kkinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)
secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan
pelaporan Kinerja :
= Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
= Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi
pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap
tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan
menyajikan informasi tentang:
= Uraian singkat organisasi;
= Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;

= Pengukuran kinerja;
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LAPORAN PENGUKURAN KINERJA BULAN DESEMBER 2022
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
Sekretaris

Capaian

Target Akhir | 20202
Tahun Lalu Target *

%Capaian | Renstra

No. Kinerja Utama Indikator

1. |Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Nilai SAKIP Diras Sosial 100,00% A A 100,00% A 100,00%

80 86,51 >100,00% 20 >100,00%

100,00%

MUHAMMADUN, AKS, M.LKom
Pembina Tk.I
NIP. 19660419 198910 1 001

= Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau
hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya
terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan
sumber daya.

Pimpinan satuan kerja menyusun dan menyampaikan
Laporan Kinerja kepada pimpinan unit kerja. Pimpinan unit
kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja
berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan
menyampaikannya kepada Kepala SKPD. Kepala SKPD
menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat SKPD
berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan
menyampaikan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi

Setda Prov. Kalsel.

1. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA

Bab | : Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Dasar Hukum
D. Pengertian
E. Sistematika Penulisan

Bab Il : Perencanaan Kinerja
A. Rencana Strategis
B. Perjanjian Kinerja



Bab Il : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi.
1) Pengukuran Kinerja
2) Pengelolaan Data Kinerja
3) Pelaporan Kinerja

B. Realisasi Anggaran.

Bab IV : Penutup

Lampiran . - Perjanjian Kinerja

- Lain-lain yang dianggap perlu.

Penjelasan :

a)

b)

Bab | Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,
dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab Il Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini berisi tentang uraian singkat mengenai
Renstra, target tahun berjalan yang akan dicapai
menurut Renstra serta Perjanjian Kinerja tahun
berjalan dengan didukung oleh anggaran.

Bab Il Akuntabilitas

Pada Bab ini berisikan penjelasan dan analisis
tentang capaian yang telah dihasilkan oleh

organisasi dengan penghitungan sebagai berikut :

Realisasi o _ Persentase
Target X| 100% | = Pencapaian Target

= Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
tahun ini;

= Membandingkan antara realisasi kinerja serta

capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
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beberapa tahun terakhir;

= Analisis penyebab
keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative

solusi yang telah dilakukan;

= Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

= Analisis program/kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja); dan

= Akuntabilitas Keuangan.

d) Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisikan tinjauan secara umum

tentang keberhasilan/kegagalan organisasi,

permasalahan dan kendala utama yang berkaitan

dengan kinerja organisasi serta strategi pemecahan

masalah.

2. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA

= Laporan Kinerja Dinas Sosial provinsi Kalimantan Selatan
disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi
Sekretariat Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan
setelah tahun anggaran berakhir atau tanggal 28
Februari;

= Laporan Kinerja Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial

paling lambat 5 Januari.

D. REVIU DAN EVALUASI KINERJA

Reviu dilakukan dalam rangka untuk meyakinkan keandalan
informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan.
Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu

yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah,
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sedangkan evalusi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka
implementasi SAKIP di instansi pemerintah. Reviu adalah
penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan
kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan
berkualitas. Tujuan dilaksanakannya reviu atas laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

= Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.

= Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan,
dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah
sehingga dapat menghasilkkan Laporan Kinerja yang

berkualitas.

1. Reviu Laporan Kinerja.

Laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau tim yang dibentuk
untuk itu. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan
memberikan Surat Pernyataan Telah Direviu jika Laporan
Kinerja telah mendapatkan reviu melalui kertas kerja. Tahapan
reviu laporan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara
paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu harus
sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum
disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.

Ruang lingkup pelaksanaan reviu menggunakan Metode
pengumpulan data/informasi. Hal ini dilakukan terkait untuk
menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang
disajikan dalam Laporan Kinerja. Penyusunan Kertas kerja
reviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut :

= Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau
informasi kinerja dalam laporan kinerja;

= Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;
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Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang
dilaksanakan;

Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan
kesimpulan/ catatan pereviu.

Rangkaian  aktivitas  dalam pelaporan reviu

dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu

yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang

dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah

perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah

dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum

dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan

pernyataan telah direviu. Hasil pelaporan reviu merupakan

dasar bagi pereviu untuk membuat pernyataan telah direviu,

yang antara lain menyatakan bahwa :

Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang

bersangkutan.

Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu

laporan kinerja.

Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu
adalah penyajian manajemen.

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan
mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi
kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan instansi
pemerintah.

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan
mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi
kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan instansi
pemerintah.

Paragraph  penjelas (apabila diperlukan) yang
menguraikan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan
koreksi atas penyajian laporan kinerja yang belum atau

belum selesai dilakukan oleh unit pengelola kerja.
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2. Evaluasi Kinerja.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi
atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) bahwa “setiap pimpinan instansi
pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP.”
Secara umum penilaian implementasi SAKIP dapat
digambarkan sebagai berikut :

Sistem AKIP
Perencanaan
Kinerja 6% 15 % 9% 30%
i 5% 12,5 % 7,5% 25%
- 80%
Pelaporan Kinerja 3% 7,5% 4,5 % 15%
Evaluasi Kinerja 2% 5% 3% 10%
5% 5% 10% 20%

Gambar 15. Penilaian Implementasi SAKIP

Pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap 5 aspek yaitu
Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja,
Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja, dengan penjelasan

sebagai berikut:

Komponen Bobot Sub Komponen

Perencanaan 30% | a. Rencana Strategis (10%) meliputi:

Kinerja Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra
(5%) dan Implementasi Renstra (3%)

b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%),
Meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT
(10%) dan Implementasi RKT (6%)
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Pengukuran 25% | a. Pemenuhan pengukuran (5%)
Kinerja b. Kualitas Pengukuran (12,5%)
c. Implementasi pengukuran (7,5%)
Pelaporan 15% | a. Pemenuhan pelaporan (3%)
Kinerja b. Kualitas Pelaporan (7,5%)
c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
Evaluasi 10% | a. Pemenuhan evaluasi (2%)
Internal b. Kualitas evaluasi (5%)
c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
Capaian 20% | a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
Kinerja b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
Total 100%
a) Penilaian point 1 sampai 4 terkait dengan penerapan

b)

Sistem AKIP pada instansi pemerintah, sedangkan point
5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah
tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun
dalam dokumen lainnya. Penilaian atas point 5a, b dan
c didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah
disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen
pendukung seperti Pengukuran Kinerja.

Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa
pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen
tersebut. Setiap pertanyaan akan disediakan pilihan
jawaban vyal/tidak atau a/b/c/d/e. Jawabab yal/tidak
diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung
dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria.
Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk
pertanyaanpertanyaan yang membutuhkan
“‘judgements” dari evaluator dan biasanya terkait dengan
kualitas dan pemanfaatan suatu sub- komponen
tertentu.

Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun
“albl/c/d/e”, selain mengacu pada kriteria yang ada,

evaluator juga harus menggunakan professional
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d)

judgements-nya dengan mempertimbangkan hal-hal

yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung

dengan suatu kertas kerja evaluasi.

Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka

penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :

= Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap
pertanyaan pada setiap subkomponen sehingga
ditemukan suatu angka tertentu. Misalnya:
subkomponen indikator kinerja mempunyai alokasi
nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari
10 pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga)
jawaban “ya” maka nilai untuk sub- komponen
tersebut adalah: [3/10] x 10 = 3.

= Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi
yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari
beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria
dilakukan melalui nilai rata- rata.

= Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan
seluruh nilai subkomponen yang ada sehingga
ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai
dengan range nilai antara 0 s.d 100.

Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka

penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :

= Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas
kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan

angka tertimbang dari masing- masing komponen.

= Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-
komponen akan dipergunakan untuk menentukan
tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan
terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai
berikut:
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No.

Kategori

Nilai Angka

Interpretasi

>90 -100

Sangat Memuaskan

>80 -90

Memuaskan
(Memimpin perubahan,
berkinerja tinggi, dan
sangat akuntabel)

BB

>70-80

Sangat Baik
(Akuntabel,
berkinerja

baik, memiliki
sistem

manajemen
kinerja yang andal)

>60 - 70

Baik

(Akuntabilitas

kinerjanya sudah baik,
memiliki sistem yang

dapat digunakan untuk
manajemen kinerja,

dan perlu sedikit perbaikan)

CC

>50 - 60

Cukup (Memadai)
(Akuntabilitas kinerjanya
cukup baik, taat kebijakan,
memiliki sistem yang dapat
digunakan untuk
memproduksi nformasi
kinerja untuk pertanggung
jawaban, perlu

banyak perbaikan tidak
mendasar)

>30 - 50

Kurang

(Sistem dan tatanan
kurang dapat
diandalkan, memiliki
sistem untuk
manajemen kinerja tapi
perlu banyak perbaikan
minor dan perbaikan
yang

mendasar)
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No. | Kategori | Nilai Angka Interpretasi

7. D 0-30 Sangat Kurang

(Sistem dan tatanan
tidak dapat diandalkan
untuk penerapan
manajemen kinerja;
Perlu banyak perbaikan,
sebagian perubahan
yang

sangat mendasar)

Pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP di
lingkungan Dinas Sosial Prov. Kalsel dilaksanakan
antara bulan Mei s.d bulan Juni pada tahun berjalan
dan dilaksanakan pada 1 (satu) Sekretariat, 4
(empat) Bidang dan 5 (lima) UPTD.

2.1. Evaluasi Pengukuran Kinerja.

Evaluasi atas pengukuran kinerja dilakukan atas

komponen Indikator Kinerja Utama (IKU), mekanisme

pengumpulan data kinerja, dan Perjanjian Kinerja (PK)

berjenjang Proses evaluasi dilaksanakan oleh Tim SAKIP

dan RB Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dengan

melakukan penelahaan dokumen dan proses wawancara

untuk mendapatkan nilai sesuai dengan kriteria penilaian.

Kelengkapan dokumen/data dukung yang harus dipenuhi

adalah sebagai berikut:

a.
b.

Perjanjian Kinerja Berjenjang (s.d level staf);

Dokumen Penetapan mekanisme pengumpulan data
kinerja yang telah ditandatangi oleh Kepala UPTD.
Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja;

Dokumen hasil pengukuran kinerja atas perjanjian
kinerja berjenjang;

Dokumen reward and punishment;

Dokumen hasil pengukuran Rencana Aksi.
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2.2. Evaluasi Pelaporan Kinerja.

Dalam tahap ini, Tim SAKIP dan RB Dinas Sosial

Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan evaluasi

terhadap:

a. Laporan Kinerja telah disusun dan telah disampaikan tepat
waktu.

b. Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai

pencapaian IKU.

IKU yang disajikan harus mengacu kepada kriteria IKU

yang baik yaitu SMART dan menggambarkan kinerja

utama yang seharusnya, dengan mengacu pada kriteria

sebagai berikut :

sesuai dengan tugas dan fungsi;

menggambarkan core business;

mempertimbangkan isu strategis yang berkembang;
menggambarkan hubungan kausalitas (antara
outcome - output — process — input);

Mengacu pada praktik praktik terbaik.

c. Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian

sasaran yang berorientasi outcome, dengan rincian :

Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja
menggambarkan hasil- hasil (termasuk output
penting) yang telah dicapai dan seharusnya tercapai
sampai dengan saatini.

Laporan Kinerja tidak hanya berfokus pada informasi
tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan
pada tahun berjalan.

Laporan Kinerja tidak berorientasi hanya pada
informasi tentang realisasi seluruh anggaran yang

telah digunakan.

d. Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja

yang telah diperjanjikan.

e. Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis
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mengenai capaian kinerja yakni dengan menguraikan
hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian
kinerja outcome atau output penting, bukan hanya
proses atau realisasi kegiatan-kegiatan yang ada di
dokumen anggaran (DPA).

f. Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja
yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi
tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang
diperlukan. Pembandingan yang memadai tersebut
antara lain mencakup :
= Target dengan Realisasi;

» Realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun
sebelumnya,;

= Realisasi sampai dengan tahun berjalan vs target jangka
menengabh;

» Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding
standar nasional atau RPJMD

= Realisasi atau capaian organisasi/instansi
dibanding realisasi atau capaian organisasi/
instansi sejenis yang setara atau sekelas.

g. Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis
efisiensi penggunaan sumber daya dan pencapaian
sasaran kinerja instansi.

h. Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat
diandalkan dengan kriteria: valid, dapat ditelusuri
kesumber datanya, diperoleh dari sumber yang

kompeten, dapat diverifikasi, dan konsisten.

2.3. Evaluasi Internal.
Evaluasi atas perencanaan kinerja dilakukan atas
komponen Pedoman dan pelaksanaan evaluasi internal,
pemantauan pencapaian kinerja, dan evaluasi program.
Proses evaluasi dilaksanakan oleh Tim SAKIP dan RB

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dengan
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2.4.

melakukan penelahaan dokumen dan proses wawancara
untuk mendapatkan nilai sesuai dengan kriteria penilaian.
Kelengkapan dokumen/data dukung yang harus dipenuhi
adalah sebagai berikut:

= Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi program dan
kinerja;

= Dokumen hasil pemantauan rencana aksi.

Evaluasi Capaian Kinerja.

Evaluasi atas perencanaan kinerja dilakukan atas
komponen pencapaian target, keandalan informasi kinerja,
benchmark capaian kinerja, dan kinerja menurut
stakeholder lain. Dalam tahap ini, Tim SAKIP dan RB Dinas
Sosial Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan
pengujian terhadap dokumen serta melakukan pendalaman
melalui wawancara dengan langkah-langkah sebagai
berikut :

a. Melakukan pengujian apakah target output dan outcome
dapat dicapai.

b. Melakukan pengujian apakah capaian kinerja lebih baik
dari tahun sebelumnya.
c. Melakukan pengujian apakah informasi kinerja dapat

diandalkan, dengan kriteria sebagai berikut :

= Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang
valid;

» Dihasilkan dari sumber atau basis data yang dapat
dipercaya (kompeten);

= Dapat ditelusuri sumber datanya;

= Dapat diverifikasi

= Up to date.
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E. CAPAIAN KINERJA
1. Nilai SMART

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan

atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan

kualitas yang terukur. Kinerja Anggaran adalah capaian

Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/

SKPD yang tertuang dalam dokumen anggaran. Evaluasi

Kinerja Anggaran dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai

kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu. Evaluasi

kinerja dilakukan melalui 3 (tiga) aspek yaitu :

a) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi.
Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk
menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan
anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau
program dan pencapaian keluarannya dengan melihat
dari beberapa variabel yaitu :
= capaian keluaran;

* penyerapan anggaran;
= efisiensi; dan

= konsistensi penyerapan anggaran terhadap
perencanaan

b) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat.
Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk
menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan
yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai
penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada
program Kementerian/Lembaga/SKPD dengan melihat
beberapa variabel yaitu :
= capaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga/
SKPD untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/
Lembaga/SKPD; dan

= capaian Sasaran Program untuk Kinerja Anggaran
tingkat program.
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c) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks.
Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk
menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi
Kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA termasuk
relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan
termasuk perubahan kebijakan pemerintah. Dilakukan
dengan menganalisis kualitas informasi Kinerja
Anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA,
termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan
keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.
Adapun kualitas informasi Kinerja Anggaran meliputi :
= ketersediaan rumusan informasi Kinerja;

= Kketersediaan target yang akan dicapai untuk setiap
penyusun ;

= kejelasan rumusan informasi Kinerja;

= relevansi rumusan informasi Kinerja dengan rumusan
informasi Kinerja yang didukungnya dan dengan
dinamika  perkembangan keadaan termasuk
perubahan kebijakan pemerintah; dan

= Kketerukuran setiap penyusunan yang tertuang dalam
RKA. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks
tingkat Kementerian/Lembaga dilakukan atas
Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga/SKPD,
penyusunan Sasaran Strategis
Kementerian/Lembaga/SKPD, Sasaran Program,
penyusunan Sasaran Program, Keluaran (Output)
Program; dan dinamika perkembangan keadaan

termasuk perubahan kebijakan pemerintah.

2. E-Monev
Aplikasi e-Monev merupakan aplikasi pelaporan data realisasi
hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun
berjalan. Aplikasi e-Monev berfungsi sebagai alat pelaporan
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data realisasi hasil pemantauan yang berjenjang dengan
satuan kerja perangkat daerah sebagai ujung tombak penyedia
data realisasi. Bappeda Prov. Kalsel dapat memanfaatkan data
pemantauan SKPD di level komponen untuk menetapkan
realisasi di level output serta indikator-indikator kinerjanya.

3. Rencana Aksi/Target Kinerja
Target kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan adalah
rencana atau strategi yang ditetapkan untuk melakukan
percepatan suatu kegiatan dilingkungan Dinas Sosial. Target
Kinerja disusun untuk :

= Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi;
= Pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD ditengah pandemi

covid-19;
= Peningkatan kompetensi sumber daya manusia,

Target kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan terdiri
dari :

= Target Kinerja Bidang teknis;
= Target Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);

Masa pelaporan target kinerja dilakukan secara berkala yaitu
Setiap bulan.
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BAB IIi
PENUTUP

Pedoman ini disusun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang
berlaku tentang pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan apabila terjadi perubahan peraturan yang
berlaku maka pedoman ini akan dilakukan perubahan untuk
penyesuaian. Dengan dikeluarkannya pedoman ini, diharapkan setiap
Bidang teknis dan UPTD di lingkungan Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Selatan dapat melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) dan membuat Laporan Kinerja secara
akuntabel.

Pedoman ini akan selalu dievaluasi sesuai dengan tuntutan visi
dan misi Kepala Daerah sebagai akibat adanya tuntutan reformasi
birokrasi dan kemajuan ilmu dan teknologi informasi.

Kiranya pedoman ini bermanfaat dalam melaksanakan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas
Sosial Provinsi Kalimantan Selatan serta dapat menyusun Laporan
Kinerja secara tepat waktu, akurat dan akuntabel serta menjadi bahan
pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada

tahun berikutnya.
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LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS SOSIAL

JI. LETJEN R. SOEPRAPTO NO.8 TELP. (0511) 3352803-3361385-3361387-3353788-3353788, FAX (0511) 54193 Kode Pos 70114

BANJARMASIN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang s a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja di Dirias
Sosial, diperlukan adanya penerapan Sistem Akuntabilitas
Kineja Instansi Pemerinmh (SAKIP) yang efeklf dan efisien;

b. baliwa sesuai dengan Peraturan Piesiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Pemturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kineja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, perlu
membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kineja
Instansi Pemerintah (SAKIP);

C. bahwa untuk maksud tersebut pada huiuf a dan b perlu
dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2023 dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas
Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara,;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanam Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reforinasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kineja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor 129 Tahun 2008 Tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota,

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 024 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Sosial;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun
2022 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN:

: Membentuk Tim Sistem Akimtabilitas Kineija Instansi Pemerintah

(SAKIP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

: Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
sebagaimana dalam diktum “PERTAMA” keputusan ini mempunyai
tugas sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan dokumen SAKIP Dinas Sosial;

2. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen
sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

3. Menyusun dokumen SAKIP, mulai dari perencanaan kinerja,
perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja,
pelaporan kinerja dan reviu;

4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

: Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 ini agar
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 12 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

o

MUHAMMADUN



| KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN

LAMPIRAN

SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2023
TANGGAL 12 Januari 2023
TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 DINAS SOSIAL PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM
I | Kepala Dinas Penanggung jawab
2. | Sekretaris Ketua
3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sekretaris
Pelaporan
4. | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anggota
5. | Kepala Bidang Perlindungan dan Anggota
Jaminan Sosial
6. | Kepala Bidang Penanganan Bencana Anggota
7. | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Anggota
8. | Kepala Sub Bagian Umum dan Anggota
Kepegawaian
9. | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Anggota
10. | Kepala Seksi Penyandang Disabilitas dan Anggota
Lanjut Usia
11. | Kepala Seksi Rehabilitasi, Tuna Sosial dan | Anggota
Korban Perdagangan Orang
12. | Kepala Seksi Pengelolaan Data Anggota




NO JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM

13. | Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Anggota

14. | Kepala Seksi Pengelolaan, Penyaluran Anggota
Bantuan Stimulan, dan Penataan
Lingkungan Sosial

15. | Kepala Seksi Perlindungan Korban Anggota
Bencana Alam

16. | Kepala Seksi Perlindungan Korban Anggota
Bencana Sosial

17. | Kepala Seksi Kerja Sama Penanganan Anggota
Bencana

18. | Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Anggota
dan Sumber Daya Kesejahteraan
Sosial dan Kelembagaan Sosial

19. | Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Anggota
dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

20. | Kepala Seksi Kepahlawanan dan Anggota
Kesetiakawanan

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 12 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

v

MUHAMMADUN




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS SOSIAL

JI. LETJEN R. SOEPRAPTO NO.8 TELP. (0511) 3352803-3361385-3361387-3353788-3353788, FAX (0511) 54193 Kode Pos 70114

BANJARMASIN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 8 TAHUN 2023

TENTANG

TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJAI NSTANSI PEMERINTAH (Reviu SAKIP)
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang s a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Reviu SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan
yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam
perjalanan pelaksanaannya memerlukan perbaikan/reviu
sesuai perkembangan dan pembaruan dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi SKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang
perlu menunjuk dan mengangkat Tim Reviu Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Reviu SAKIP),
yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota;

C. bahwa agar dalam pelaksanaan Reviu Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Reviu SAKIP) tersebut dapat
menggambarkan profesionalisme dan modernisasi kinerja
suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan
sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Reviu
SAKIP;

d. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat
keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim
Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Reviu
SAKIP).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kineja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanam Rencana Pembangunan Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reforinasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kineja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal,

11. Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor 129 Tahun 2008 Tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota,

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 024 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Sosial;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun
2022 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam

lampiran peraturan ini merupakan acuan kerja yang digunakan oleh
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, untuk menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan
anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun
laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen Rencanaa Strategis Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

: Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian

kinerja yang di lakukan oleh Kepala Dinas dan disampaikan kepada
Gubernur Kalimantan Selatan melalui Biro Organisasi.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  Banjarmasin
Pada tanggal 12 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MUHAMMADUN



LAMPIRAN | KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 8 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 Januari 2023
TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 DINAS SOSIAL PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO JABATAN DALAMDINAS JABATAN DALAM TIM URAIAN TUGAS
I | Kepala Dinas Pengarah . Melakukan pembinaan dan motivasi kepada Tim,
guna berhasilnya penyusunan Reviu SAKIP
2. | Sekretaris Pembina . Memberikan arahan dan petunjuk secara teknis tata
cara penyusunan Reviu SAKIP serta melakukan
evaluasi pelaksanaan Reviu SAKIP kepada Tim
3. | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Pengawas . Melakukan pengawasan terhadap capaian dan
Sosial kendala yang dihadapi oleh Tim Penyusun Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Reviu
4. | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pengawas SAKIP) dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan;
: . Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja
5. | Kepala Bidang Penanganan Bencana Pengawas dalam rangka meyakinkan keandalan data dan

informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja




NO

JABATAN DALAMDINAS

JABATAN DALAM TIM

URAIAN TUGAS

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Pengawas

Instansi Pemerintah (LAKIP);

. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

keberhasilan. pelaksanaan Keputusan ini dan
melaporkan kepada Kepala Dinas

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Pelaporan

Ketua

. Memimpin pelaksanaan penyusunan Reviu SAKIP;
. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan
Reviu SAKIP;

. Memberikan motivasi dan suport kepada seluruh

anggota tim guna berhasilnya pelaksanaan
penyusunan Reviu SAKIP;

. Menerima hasil penyusunan Reviu SAKIP dari

Sekretaris Tim;

. Memberikan laporan hasil pelaksanaan

penyusunan Reviu SAKIP kepada Sekretaris
selaku Penanggungjawab Kegiatan.

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Sekretaris

. Menerima dan mengkompilasi data-data/bahan-

bahan untuk pelaksanaan penyusunan Reviu
SAKIP;

. Membuat draft/konsep Reviu SAKIP;
. Mengetik dan menyusun bahan-bahan/data-data

dukung menjadi laporan Reviu SAKIP;

. Menyerahkan hasil pelaksanaan penyusunan Reviu

SAKIP kepada Ketua Tim.

Kepala Seksi Pengelolaan Data

Anggota

10.

Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Anggota

. Mencari dan menginventarisir bahan/data Reviu

SAKIP pada masing-masing Bidang Teknis;

. Menyerahkan bahan/data kepada Koordinator Tim.




NO

JABATAN DALAMDINAS

JABATAN DALAM TIM

URAIAN TUGAS

11. | Kepala Seksi Pengelolaan, Penyaluran Anggota
Bantuan Stimulan, dan Penataan
Lingkungan Sosial

12. | Kepala Seksi Perlindungan Korban Anggota
Bencana Alam

13. | Kepala Seksi Perlindungan Korban Anggota
Bencana Sosial

14. | Kepala Seksi Kerja Sama Penanganan Anggota
Bencana

15. | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Anggota

16. | Kepala Seksi Penyandang Disabilitas Anggota
dan Lanjut Usia

17. | Kepala Seksi Rehabilitasi, Tuna Sosial Anggota
dan Korban Perdagangan Orang

18. | Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Anggota
dan Sumber Daya Kesejahteraan
Sosial dan Kelembagaan Sosial

19. | Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Anggota

dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial




NO

JABATAN DALAMDINAS

JABATAN DALAM TIM URAIAN TUGAS

20.

Kepala Seksi Kepahlawanan dan
Kesetiakawanan

Anggota

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 12 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MUHAMMADUN
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS SOSIAL

Jalan Letjen R. Soeprapto No. 8 Banjarmasin Kode Pos 70114
Telepon : (0511) 335 0825, Fax. (0511) 335 4193
Email: dinsoskalselprov@gmail.com Website: dinsos.kalselprov.go.id

Menimbang :

Mengingat :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 184 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima pada penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Selatan perlu disusun dan dilakukan pembaharuan pada Standar Pelayanan
pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan
keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peratutan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Standar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peratutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
615);


mailto:dinsoskalselprov@gmail.com

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2016 Nomor 100); dan

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum pada
lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU menjadi acuan dalam
pelaksanaan aktifitas pemberian pelayanan pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ditemukan kekeliruan pada keputusan ini
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI'KALIMANTAN SELATAN

W
MUHAMMADUN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR
184 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

1. Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar
A. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO. KOMPONEN URAIAN

1 |PERSYARATAN PELAYANAN 1. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan

Penduduk sesuai domisili yang bersangkutan

Orang Terlantar hanya dapat dipulangkan sesuai Alamat di

Identitas Diri

Surat pengantar dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Surat pengantar dari Kepolisian setempat

Surat penerusan Orang Terlantar dari Dinas Sosial Provinsi

Surat Keluar / Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan

(LAPAS), untuk napi yang habis masa hukumannya / keluar

Lembaga Pemasyarakatan akibat melakukan pelanggaran

hukum di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Selatan

7. Surat Pengantar dari Syahbandar Pelabuhan bagi Korban
Kecelakaan Perahu, Kapal Terdampar di wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan.

8. Orang Terlantar kehilangan harta benda dalam wilayah
hukum Provinsi Kalimantan Selatan.

9. Orang Terlantar mencari keluarga dan tidak ditemukan di
wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

10.Repatriasi / pelintas batas WNI di negara lain.

11.Terdampak bencana alam dan bencana sosial termasuk
korban konflik sosial.

12.0rang Terlantar tidak sakit (dapat beraktifitas tanpa bantuan
orang lain).

o

ook w

2 | SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR | 1. Pemulangan / penelusuran Orang Terlantar yang dikirimkan
ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dalam kondisi
SEHAT FISIK dan SEHAT ROHANI, apabila sakit agar di
rawat di Rumah Sakit di daerahnya masing-masing sampai
kondisinya pulih kembali. Kondisi sakit kami tidak akan
meneruskan pemulangan ke tempat asalnya, termasuk sakit
jiwa.

2. Sebelum pemulangan/penerusan Orang Terlantar dilakukan
wawancara terlebih  dahulu oleh Dinas  Sosial
Kabupaten/Kota agar mengetahui permasalahan yang
terjadi sebelum diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Selatan, hasil wawancara agar dilampirkan

3. Dinas Sosial Kabupaten / Kota menyeleksi dengan ketat
proses pemulangan orang terlantar ke tempat asalnya,
terutama yang tidak memiliki Identitas Pengenal / KTP,
yang tidak memiliki Identitas Pengenal tidak memulangkan
dan atau meneruskannya.

4. Pemulangan / penerusan Orang Terlantar hanya
menggunakan angkutan umum berupa angkutan darat/bis
atau angkutan laut/kapal BUKAN angkutan pesawat udara,
karena anggaran yang tersedia sangat terbatas dan Tiket




yang sudah disiapkan tidak bisa dirubah atau dalam bentuk
uang atau dperjualbelikan.

5. Pemulangan / penerusan Orang Terlantar akibat
kecelakaan perahu/kapal terdampar melampirkan Surat
Keterangan dari Kepolisian Perairan atau Kantor
Syahbandar Pelabuhan.

6. Pemulangan / penerusan Orang Terlantar TIDAK diberikan
pelayanan kepada Pencari Kerja ke suatu daerah dan atau
berhenti dari perusahaan akibat gaiji terlalu kecil atau tidak
sesuai perjanjian/kontrak kerja.

7. Pemulangan/penerusan Orang Terlantar ke tempat asalnya
ke wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan
Selatan dan atau ke wilayah luar Provinsi Kalimantan
Selatan yang berdekatan Dengan Kabupaten/Kota agar
dapat langsung dipulangkan sesuai aturan tanpa melalui
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

2 (dua) Jam, untuk pemulangan / penerusan dengan
menggunakan angkutan laut / darat disesuaikan dengan
jadwal.

BIAYA/ TARIF

Tidak dipungut biaya / tarif (Gratis)

PRODUK PELAYANAN

1. Ditetapkannya penerima manfaat (Orang terlantar yang
akan kembali ke daerah asal) yang sesuai dengan kriteria
yang sudah ditetapkan;

Berita Acara menerima bantuan pemulangan;

Penerima manfaat tercatat dalam buku induk registrasi;
File penerima manfaat;

Laporan kegiatan pemulangan orang terlantar.

ISARE IS

PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN
DAN MASUKAN

1. Melalui konsultasi langsung di Pusat Pelayanan Terpadu
‘Ru’us Sabarataan” dan Kotak Saran Jalan. Letjen. R.
Soeprapto No. 8 Banjarmasin;

2. Melalui Telepon Pelayanan terpadu : 08115005141;

3. Melalui komunikasi secara elektronik
dinsoskalselprov@gmail.com

B. Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 dan
Pasal 34;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 100);



mailto:dinsoskalselprov@gmail.com

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun
2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
Sosial Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun
2021 tentang Kesejahteraan Sosial.

SARANA PRASARANA DAN / ATAU
FASILITAS

—

Alat Tulis Kantor;

Komputer dan Printer;

Alat Dokumentasi;

Ruang penerimaan orang terlantar;

Formulir Identifikasi;

Pedoman wawancara;

Buku registrasi;

. Ordner / snelhecter / lemari arsip / lemari penyimpanan file.

CLOW®NDLN =

KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pendidikan minimal SMA sederajat dan sudah mengikuti
pelatihan dasar Pekerjaan Sosial;

2. Memahami regukasi tentang standar pelayanan
pemulangan orang terlantar;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi dengan baik;

5. Mampu menyusun instrumen identifikasi, seleksi dan
pedoman wawancara;

6. Teliti dan cermat dalam memeriksa berkas persyaratan
administrasi;

7. Mampu melakukan wawancara;

8. Mampu menganalisa dan menentukan kelayakan
(elijibilitas) calon penerima manfaat;

9. Mampu menyusun laporan hasil kegiatan;

PENGAWASAN INTERNAL

1. Yang Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kepala
Seksi  yang membidangi kepada Kepala Bidang hingga
Kepala Dinas;

2. Sistem pelaporan kegiatan pemulangan orang terlantar
dilaksanakan setiap bulan.

JUMLAH PELAKSANA

Maksimal 3 Orang

JAMINAN PELAYANAN

1. Pelayanan pemulangan orang terlantar sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan norma waktu
yang telah ditetapkan;

2. Penentuan kelayakan (elijibilitas) penerima manfaat yang
diterima berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan.

JAMINAN KEAMANAN DAN
KESELAMATAN LAYANAN

1. Pelayanan pemulangan orang terlantar yang akuntabel dan
transparan

2. Pelayanan pemulangan orang terlantar dilaksanakan
dengan menerapkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial;

3. Penentuan kelayanan (elijibilitas) penerima manfaat yang
diterima dilakukan dengan transparan dan netralitas.

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan

pemulangan orang terlantar disampaikan secara
berjenjang mulai dari Kepala Seksi yang membidangi
kepada Kepala Bidang hingga Kepala Dinas;




2.

Secara berkala setiap bulan maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu.

2. Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial
A. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO. KOMPONEN URAIAN
1 |PERSYARATAN PELAYANAN 1. Akta Notaris;
2. AD/ART;
3. Susunan Kepengurusan LKS;
4. ljin Operasional dari Dinas Sosial Kab/Kota dan PTSP;
5. Keterangan Domisili dari Kelurahan/Desa setempat.
2 | SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR |1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan;
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada
petugas;
3. Petugas melakukan verifikasi berkas pemohon;
4. Jika berkas pemohon telah memenuhi persyaratan, maka
petugas akan membuatkan tanda terima berkas;
5. Petugas melakukan verifikasi lapangan;
6. Proses pembuatan Tanda Daftar;
7. Petugas menghubungi pemohon untuk pengambilan Tanda

Daftar.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d penerbitan
maksimal 1 minggu sejak tanggal diterimanya berkas
permohonan secara lengkap dan benar dalam kondisi normal.

BIAYA/ TARIF

Tidak dipungut biaya / tarif (Gratis)

PRODUK PELAYANAN

1.

2.
3.

Dokumen Rekomendasi Permohonan Penerbitan Surat
Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial;

SK Lembaga Kesejahteraan Sosial;

File Lembaga Kesejahteraan Sosial;

Laporan kegiatan penerbitan surat tanda pendaftaran
Lembaga Kesejahteraan Sosial.

PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN
DAN MASUKAN

—_

Melalui konsultasi langsung di Pusat Pelayanan Terpadu
‘Ru'us Sabarataan” dan Kotak Saran Jalan. Letjen. R.
Soeprapto No. 8 Banjarmasin;

Melalui Telepon Pelayanan terpadu : 08115005141;
Melalui komunikasi secara elektronik
dinsoskalselprov@gmail.com

B. Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

1

DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038)

Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;
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4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang
Lembaga Kesejahteraan Sosial;

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 016 Nomor 11,
Tambahan Le,baran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 100);

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun
2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
Sosial Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun
2021 tentang Kesejahteraan Sosial.

SARANA PRASARANA DAN / ATAU

1.Alat Tulis Kantor;

FASILITAS 2. Komputer dan Printer;

3. Alat Dokumentasi;

4. Formulir Pendaftaran;

5. Pedoman Wawancara;

6. Buku Registrasi;

7. Ordner / snelhecter / lemari arsip / lemari penyimpanan file.
KOMPETENSI PELAKSANA 1. Memahami regulasi tentang standar pelayanan penerbitan

surat tanda pendaftaran Lembaga kesejahteraan sosial

2. Memahami dengan baik tugas dan fungsi Bidang ;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi dengan baik;

5. Teliti dan cermat dalam memeriksa berkas persyaratan

administrasi;

6. Mampu berkoordinasi dengan pihak pihak terkait dengan
baik;

7. Mampu menganalisa dan menentukan kelayakan
(elijibilitas) lembaga kesejahteraan sosial;

8. Mampu menyusun laporan hasil kegiatan;

PENGAWASAN INTERNAL

1. Yang Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kepala

Seksi  yang membidangi kepada Kepala Bidang hingga
Kepala Dinas;

2. Sistem pelaporan kegiatan penerbitan surat tanda
pendaftaran Lembaga kesejahteraan sosial dilaksanakan
setiap bulan.

JUMLAH PELAKSANA Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Staff Pelaksana (4 Orang).
JAMINAN PELAYANAN 1. Pelayanan penerbitan surat tanda pendaftaran lembaga
kesejahteraan sosial sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan norma waktu yang telah ditetapkan;
2. Penentuan kelayakan (elijibilitas) penerima manfaat yang
diterima berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan.
JAMINAN KEAMANAN DAN 1. Prosedur pelayanan penerbitan surat tanda pendaftaran
KESELAMATAN LAYANAN Lembaga kesejahteraan sosial yang akuntabel dan

transparan;

2. Prosedur pelayanan penerbitan surat tanda pendaftaran
Lembaga kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan
menerapkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial;




3.

Penentuan kelayakan (elijibilitas) lembaga kesejahteraan
sosial yang diterima dilakukan dengan transparan dan
netralitas.

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan
pemulangan orang terlantar disampaikan secara
berjenjang mulai dari Kepala Seksi yang membidangi
kepada Kepala Bidang hingga Kepala Dinas;

Secara berkala setiap bulan maupun apabila diperlukan
sewaktu-wakiu.

3. Pelayanan Prosedur Pengangkatan Anak
A. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1

PERSYARATAN PELAYANAN

Sehat jasmani dan rohani;
Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling

tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

11.
12.

Beragama yang sama dengan agama calon anak angkat;
Terbukti berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum
karena tindak kejahatan;

Menikah minimal selama 5 (lima) tahun;

Bukan merupakan pasangan sesama jenis;

Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki
satu anak saja;

Mendapat persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua
atau wali anak;

Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak

dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak,
kesejahteraan, dan perlindungannya;

Terdapat laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6
(enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Memenuhi persyaratan adopsi;

Orang tua yang hendak mengadopsi anak harus
mengirimkan surat permohonan pengangkatan anak;
Petugas memeriksa kelengkapan berkas pengangkatan
anak;

Dinas Sosial Kota/Kabupaten mengirim berkas ke Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan;

Dinas Sosial Kota/Kabupaten mengirim surat pengantar
berkas pengangkatan anak ke Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Selatan;

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan akan
mengerahkan Tim Pekerja Sosial untuk melakukan
kunjungan rumah Calon Orang Tua Angkat;

Tim PIPA akan meminta kelengkapan berkas Calon Orang
Tua Angkat (COTA) untuk persiapan Sidang Tim PIPA;
Calon Orangtua Angkat, pejabat Dinas Sosial yang
mengeluarkan surat Izin Pengasuhan Sementara yang
berjalan 6 (enam) bulan, dan anggota Tim PIPA diundang




10.

oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan untuk
dilaksanakan ~ Sidang  Tim  Pertimbangan  lzin
Pengangkatan Anak;

Calon Orangtua Angkat yang telah memenuhi syarat oleh
Tim PIPA, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
memberikan rekomendasi pengangkatan anak yang
selanjutnya dikiim ke Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan
Selatan  untuk  mengeluarkan  Surat  Keputusan
Pengangkatan Anak kepada Dinas Sosial Kota/Kabupaten
untuk Calon Orangtua Angkat membawanya ke
pengadilan untuk menetapkan penetapan pengadilan.;
Orangtua Angkat yang telah ditetapkan pengadilan,
membawa akte kelahiran ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten untuk mendapatkan
pengesahan.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Paling lama 1 (satu) tahun sejak Berkas Permohonan
Pengangkatan Anak yang telah direkomendasikan oleh Kepala
Dinas Kota/Kabupaten

BIAYA/ TARIF

Tidak dipungut biaya / tarif (Gratis)

PRODUK PELAYANAN

1.

No ok wdd

Ditetapkannya  penerima  manfaat  (anak  yang
diangkat/diasuh) sesuai dengan kriteria yang sudah
ditetapkan;

Berita Acara pengangkatan/pengasuhan anak;

SK Pengasuhan Anak;

Penerima manfaat tercatat dalam buku induk registrasi;
File penerima manfaat;

Laporan Home Visit;

Laporan kegiatan dan Berita Acara Sidang Tim
Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA)

PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN
DAN MASUKAN

Melalui konsultasi langsung di Pusat Pelayanan Terpadu
‘Ru’us Sabarataan” dan Kotak Saran Jalan. Letjen. R.
Soeprapto No. 8 Banjarmasin;

Melalui Telepon Pelayanan terpadu : 08115005141;
Melalui komunikasi secara elektronik
dinsoskalselprov@gmail.com

B. Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

1

DASAR HUKUM

1.

2.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4768);

6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention on The Right of Child (Konvensi
tentang Hak-hak Anak);

7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1985 tentang Tim
Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak antar Warga
Negara Indonesia dan Warga Asing (Iner Country
Adoption);

8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110
tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

10.Peraturan Daerah Provinsi Kalsel Nomor 9 Tahun 2008
tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah
Prov. Kalsel Tahun 2008 No. 9);

11.Peraturan Daerah Provinsi Kalsel Nomor 13 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2013 Nomor 13;

12.Peraturan Gubernur Kalsel No 24 Tahun 2020 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Selatan;

13.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun
2021 tentang Kesejahteraan Sosial.

SARANA PRASARANA DAN / ATAU
FASILITAS

Alat Tulis Kantor;

Komputer dan Printer;

Alat Dokumentasi;

Formulir Pendaftaran;

Pedoman Wawancara;

Buku Registrasi;

Ordner / snelhecter / lemari arsip / lemari penyimpanan
file.

Nooakowd -~

KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pendidikan minimal SMA sederajat dan sudah mengikuti

pelatihan dasar Pekerjaan Sosial;

2. Memahami regulasi tentang standar pelayanan prosedur
pengangkatan anak;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi dengan baik;

5. Mampu menyusun instrumen identifikasi, seleksi dan
pedoman wawancara;

6. Teliti dan cermat dalam memeriksa berkas persyaratan
administrasi;

7. Mampu melakukan wawancara;

8. Mampu menganalisa dan menentukan kelayakan
(elijibilitas) calon penerima manfaat;

9. Mampu menyusun laporan hasil kegiatan;

PENGAWASAN INTERNAL

1. Yang Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kepala
Seksi  yang membidangi kepada Kepala Bidang hingga
Kepala Dinas;




2.

Sistem  pelaporan  kegiatan anak

dilaksanakan setiap bulan.

pengangkatan

JUMLAH PELAKSANA

Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staff Pelaksana (4 orang).

JAMINAN PELAYANAN 1.

Pelayanan prosedur penangkatan anak sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan norma waktu
yang telah ditetapkan;

Penentuan kelayakan (elijibilitas) penerima manfaat yang
diterima berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan.

JAMINAN KEAMANAN DAN
KESELAMATAN LAYANAN

. Prosedur pelayanan pengangkatan anak yang akuntabel

dan transparan

Prosedur pelayanan pengangkatan anak dilaksanakan
dengan menerapkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial;
Penentuan kelayanan (elijibilitas) penerima manfaat yang
diterima dilakukan dengan transparan dan netralitas.

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

. Laporan

evaluasi  kinerja pelaksanaan kegiatan
pengangkatan anak disampaikan secara berjenjang mulai
dari Kepala Seksi yang membidangi kepada Kepala Bidang
hingga Kepala Dinas;

Secara berkala setiap bulan maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu.

4. Pelayanan Penyaluran Logistik Bufferstock Bencana
A. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO. KOMPONEN URAIAN
1 |PERSYARATAN PELAYANAN Menyampaikan surat permohonan tertulis terkait permohonan
bantuan Tanggap Darurat dan Permintaan Persediaan Logistik
dari Kabupaten/Kota dilampiri laporan kejadian bencana.
2 | SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR | 1. Penyaluran Bantuan Sosial berupa Logistik untuk

Kesiapsiagaan Bencana dilaksanakan secara regular
meliputi barang berupa kebutuhan dasar berupa pangan
dan sandang dari Provinsi ke Dinas Sosial seluruh
Kabupaten/Kota se- Kalimantan Selatan;

2. Mobilisasi Peralatan dan Kelengkapan Penanganan
Bencana ke daerah dalam kondisi tertentu;

3. Penyaluran bantuan sosial bencana dari Provinsi ke
Kabupaten/Kota untuk Korban bencana.

3 | JANGKA WAKTU PELAYANAN 1. Distribusi bantuan dilakukan secara regular menyesuaikan
ketersediaan Gudang logistik Provinsi dengan se efisien
mungkin;

2. Status Tanggap Darurat Bencana untuk Droping bantuan
dilaksanakan spontanitas dan langsung ketika saat terjadi
bencana.

4 |BIAYA/TARIF Tidak dipungut biaya / tarif (Gratis)




PRODUK PELAYANAN

Ol BN

. Ditetapkannya Penerima Manfaat (Penerima Bantuan

Bencana) yang sesuai dengan kriteria yang sudah
ditetapkan;

. Berita Acara menerima bantuan logistik bencana;

. Penerima manfaat tercatat dalam buku induk registrasi;
. File penerima manfaat;

. Laporan kegiatan pemberian bantuan logistik bencana.

PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN
DAN MASUKAN

Melalui konsultasi langsung di Pusat Pelayanan Terpadu
‘Ru’'us Sabarataan” dan Kotak Saran Jalan. Letjen. R.
Soeprapto No. 8 Banjarmasin;

Melalui Telepon Pelayanan terpadu : 08115005141;
Melalui komunikasi secara elektronik
dinsoskalselprov@gmail.com

B. Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

1

DASAR HUKUM

1.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

. Keputusan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Penggunaan Beras Reguler dalam Penanggulangan
Bencana;

. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 100);

. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun

2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
Sosial Provinsi Kalimantan Selatan;

. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun

2021 tentang Kesejahteraan Sosial.

SARANA PRASARANA DAN / ATAU
FASILITAS

aabhowopnNd

. Alat Tulis Kantor;

. Komputer dan Printer;

. Alat Dokumentasi;

. Buku registrasi;

. Ordner / snelhecter / lemari arsip / lemari penyimpanan

file.

KOMPETENSI PELAKSANA

B w

Pendidikan minimal SMA sederajat dan sudah mengikuti
pelatihan dasar Pekerjaan Sosial;

Memahami regukasi tentang standar pelayanan
pemulangan orang terlantar;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi dengan baik;
Mampu menyusun instrumen identifikasi, seleksi dan
pedoman wawancara;

Teliti dan cermat dalam memeriksa berkas persyaratan
administrasi;
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7. Mampu melakukan wawancara;

8. Mampu menganalisa dan menentukan kelayakan
(elijibilitas) calon penerima manfaat;

9. Mampu menyusun laporan hasil kegiatan;

PENGAWASAN INTERNAL

. Yang Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kepala

Seksi yang membidangi kepada Kepala Bidang hingga
Kepala Dinas;

. Sistem pelaporan kegiatan pemulangan orang terlantar

dilaksanakan setiap bulan.

JUMLAH PELAKSANA

Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staff Pelaksana, Tagana, dan
Pelopor Perdamaian.

JAMINAN PELAYANAN

1. Penyaluran Logistik Bufferstock Bencana dilaksanakan

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
norma waktu yang telah ditetapkan;

. Penentuan kelayakan (elijibilitas) penerima manfaat yang

diterima berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan.

JAMINAN KEAMANAN DAN
KESELAMATAN LAYANAN

. Pelaksanaan penyaluran logistik bufferstock bencana yang

akuntabel dan transparan

. Penyaluran logistik  bufferstock bencana dengan

menerapkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial;

. Penentuan kelayanan (elijibilitas) penerima manfaat yang

diterima dilakukan dengan transparan dan netralitas.

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

. Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan penyaluran

logistik  bufferstock bencana disampaikan secara
berjenjang mulai dari Kepala Seksi yang membidangi
kepada Kepala Bidang hingga Kepala Dinas;

. Secara berkala setiap bulan maupun apabila diperlukan

sewaktu-wakiu.

5. Pelayanan Penetapan Penerima Bantuan UEP KUBA Bagi Keluarga Fakir Miskin
A. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1

PERSYARATAN PELAYANAN

. Masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS);

. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga

(KK)

. Telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun

sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;

. Belum pernah mendapat bantuan KUBE;
. Diprioritaskan bagi yang telah memiliki embrio usaha;
. Mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota

setempat, jumlah anggota terdiri dari 5 sampai dengan 15
orang

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

. Perorangan, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan

sosial dapat mengusulkan proposal ke Dinas Sosial
Kabupaten/Kota melalui kepala Desa/Lurah;




. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan

validasi calon penerima KUBE sesuai Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS);

. Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengusulkan proposal

kepada Menteri Sosial dengan rekomendasi dari Dinas
Sosial Provinsi;

. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi dan validasi atas

usulan proposal Dinas Sosial Kabupaten/Kota;

. Dinas Sosial Provinsi menetapkan lokasi dan penerima

KUBE;

. Hasil penetapan lokasi dan penerima KUBE disampaikan

oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

3 | JANGKA WAKTU PELAYANAN .
1 Minggu
4 |BIAYA/TARIF Tidak dipungut biaya / tarif (Gratis)
5 |PRODUK PELAYANAN 1. Laporan Verifikasi Lapangan By Name By Address;
2. Berkas SK Penetapan Bantuan KUBE.
6 | PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN |1. Melalui konsultasi langsung di Pusat Pelayanan Terpadu

DAN MASUKAN

‘Ru’'us Sabarataan” dan Kotak Saran Jalan. Letjen. R.
Soeprapto No. 8 Banjarmasin;

Melalui Telepon Pelayanan terpadu : 08115005141
Melalui komunikasi secara elektronik
dinsoskalselprov@gmail.com

. Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

1

DASAR HUKUM

1.

2.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada
Kelompok Usaha Bersama Penanganan Fakir Miskin;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 100);

Peraturan Gubernur Kalsel No 24 Tahun 2020 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Selatan;

Peraturan Gubernur Kalsel No 23 Tahun 2021 tentang
Kesejahteraan Sosial.

SARANA PRASARANA DAN / ATAU
FASILITAS

B oo -

. Alat Tulis Kantor;

. Komputer dan Printer;
. Alat Dokumentasi;

. Formulir Pendaftaran;
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D

. Pedoman Wawancara;
. Buku Registrasi;
. Ordner / snelhecter / lemari arsip / lemari penyimpanan

file.

KOMPETENSI PELAKSANA

. Pendidikan minimal SMA sederajat dan sudah mengikuti

pelatihan dasar Pekerjaan Sosial;

. Memahami regulasi tentang Standar Operasional

Penetapan Penerima Bantuan UEP KUBE bagi Keluarga
Fakir Miskin;

. Mampu mengoperasikan komputer;
. Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi dengan baik;
. Mampu Menyusun instrument identifikasi, seleksi dan

pedoman wawancara,

. Teliti dan cermat dalam memeriksa berkas persyaratan

administrasi:

. Mampu melakukan wawancara;
. Mampu menganalisa dan menentukan kelayakan

(elijibiltas) calon penerima manfaat;

. Mampu menyusun laporan hasil kegiatan.

PENGAWASAN INTERNAL

. Yang Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kepala

Seksi  yang membidangi kepada Kepala Bidang hingga
Kepala Dinas;

. Sistem pelaporan kegiatan penetapan bantuan KUBE

dilaksanakan setiap bulan.

JUMLAH PELAKSANA

Maksimal 5 orang.

JAMINAN PELAYANAN

1.

Prosedur penetapan penerima bantuan UEP KUBE bagi
keluarga miskin dilaksanakan sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan norma waktu yang telah
ditetapkan;

Penentuan kelayakan (elijibilitas) penerima manfaat yang
diterima berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan.

JAMINAN KEAMANAN DAN
KESELAMATAN LAYANAN

Prosedur penetapan penerima bantuan UEP KUBE bagi
keluarga Fakir Miskin yang akuntabel dan transparan;
Prosedur penetapan bantuan UEP KUBE bagi keluarga
fakir miskin dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-
prinsip pekerjaan sosial;

Penentuan kelayakan (elijibilitas) lembaga kesejahteraan
sosial yang diterima dilakukan dengan transparan dan
netralitas.

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

. Laporan evaluasi kinerja penetapan penerima bantuan

KUEP KUBE bagi keluarga fakir miskin disampaikan secara
berjenjang mulai dari Kepala Seksi yang membidangi
kepada Kepala Bidang hingga Kepala Dinas;

Secara berkala setiap bulan maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu.




6. Pelayanan Prosedur Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional
A. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO. KOMPONEN URAIAN
1 |PERSYARATAN PELAYANAN 1. WNI atau pejuang diwilayah NKRI;
2. Memiliki Integritas Moral dan Keteladanan;
3. Berjasa terhadap bangsa dan Negara;
4. Berkelakuan Baik;
5. Setia dan tidak menghianati berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia
dan semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan
perjuangan bersenjata atau pejuang politik dalam merebut,
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan;
7. Tidak pernah menyerah pada musuh perjuangan;
8. Melakukan pengabdian dan perjuangan dalam sepanjang
hidupnya.
2 | SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR | 1. Pemohon menyiapkan berkas persyaratan secara lengkap,
kemudian mendaftar dan mengajukan permohonan;
2. Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan kepada
petugas Front Office pelayanan publik;
3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas pemohon, jika lengkap
akan langsung di proses sesuai aturan yang berlaku;
4. Pemohon menerima Tanda Terima.
3 |JANGKA WAKTU PELAYANAN 1 Hari (Pelayanan Administrasi)
4 |BIAYA/TARIF Tidak dipungut biaya / tarif (Gratis)
5 |PRODUK PELAYANAN 1. Rekomendasi Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional;
2. File kelengkapan pengusulan penganugerahan gelar
pahlawan nasional;
3. Laporan kegiatan pengusulan penganugerahan gelar
pahlawan nasional.
6 | PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN 1. Melalui konsultasi langsung di Pusat Pelayanan Terpadu
DAN MASUKAN ‘Ru’us Sabarataan” dan Kotak Saran Jalan. Letjen. R.
Soeprapto No. 8 Banjarmasin;
2. Melalui Telepon Pelayanan terpadu : 08115005141
3. Melalui komunikasi secara elektronik
dinsoskalselprov@gmail.com
B. Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)
1 DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,
Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009
tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;



mailto:dinsoskalselprov@gmail.com

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 100);

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun
2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
Sosial Provinsi Kalimantan Selatan;

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun
2021 tentang Kesejahteraan Sosial.

SARANA PRASARANA DAN / ATAU 1. Alat Tulis Kantor;
FASILITAS 2. Komputer dan Printer;

3. Alat Dokumentasi;

4. Formulir Pendaftaran;

5. Pedoman Wawancara;

6. Buku Registrasi;

7. Ordner / snelhecter / lemari arsip / lemari penyimpanan file.

KOMPETENSI PELAKSANA 1. Cakap;

2. Memahami tugas dan fungsi jabatan;

3. Memahami Standar Operasional Prosedur;

4. Memiliki Kemampuan mengoperasikan computer dan
perangkat teknologi lainnya;

5. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, tegas, sopan,
ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan
tanggung jawab.

PENGAWASAN INTERNAL 1. Yang Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kepala
Seksi yang membidangi kepada Kepala Bidang hingga

Kepala Dinas;
2. Sistem pelaporan kegiatan pengusulan gelar pahlawan

dilaksanakan setiap bulan.

JUMLAH PELAKSANA

Maksimal 5 orang.

JAMINAN PELAYANAN

1.

Pengusulan gelar pahlawan dilaksanakan setiap bulan
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
norma waktu yang telah ditetapkan;

Penentuan kelayakan (elijibilitas) gelar pahlawan yang
diterima berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan.

JAMINAN KEAMANAN DAN
KESELAMATAN LAYANAN

. Prosedur pengusulan gelar pahlawan yang akuntabel dan

transparan;

Prosedur pengusulan gelar pahlawan dilaksanakan dengan
menerapkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial;

Penentuan kelayakan (elijibilitas) gelar pahlawan yang
diterima dilakukan dengan transparan dan netralitas.

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

. Laporan evaluasi kinerja pengusulan gelar pahlawan

disampaikan secara berjenjang mulai dari Kepala Seksi




yang membidangi kepada Kepala Bidang hingga Kepala
Dinas;

2. Laporan evaluasi kinerja pengusulan gelar pahlawan
disampaikan secara berkala setiap bulan maupun apabila
diperlukan sewaktu-waktu.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Januari 2023

PIt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI'KALIMANTAN SELATAN

MUHAMMADUN




DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 9 Januari 2017

Tanggal Revisi 15 November 2022

Tanggal Efektif 15 November 2022

Disahkan oleh Kepala Dinas Sosial

Provinsi Kalimantan Selatan

Ln

MUHAMMADUN, A.KS., M.I.Kom.
NIP. 19660419 198910 1 001

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas

Nama SOP Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang No.25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang No.21 Tahun1958
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 antara lain
mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara RI Nomor 1106)

2. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 No.14)

3. Peraturan Presiden No0.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Gubernur No. 188.44/0549/KUM/2012 tentang Penyempurnaan

Penetapan IKU Pemerintah Prov. Kalsel

a.  Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam
menunjang tugas;

b.  Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
kegiatan;

c.  Memahami dengan baik tugas dan fungsi Dinas Sosial Prov. Kalsel;

d.  Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu;

e.  Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas a.  Perangkat Komputer
Sosial Prov. Kalsel b. ATK

2. Laporan Realisasi Program Kegiatan Kesejahteraan Sosial pada UPTD
Dinas Sosial Prov. Kalsel

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penyusunan
Laporan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016

a.  File Arsip
b.  Agenda yang berkaitan dengan Laporan Kinerja Dinas Sosial Prov.
Kalsel Tahun 2016




PELAKSANA MUTU BAKU Ket.
NO KEGIATAN : Subbag Tim Tim Kepala Persyaratan/
Sekretaris | Perencanaan . : Waktu Output
dan Pelaporan Penyusun | Evaluasi Dinas Kelengkapan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 | Membentuk tim penyusun laporan kinerja Draf SK dan tim 1Jam Draf SK dan jadwal Sesuai
dengan SK Kepala Dinas Sosial Prov. } penyusun dan rencana penyusunan ketentuan
Kalsel kerja
2 | Menugaskan Kasubbag Perencanaan dan Bahan yang berkaitan 15 menit | Bahan yang Diagenda
Pelaporan Dinas Sosial Prov. Kalsel untuk dengan Kegiatan Dinas berkaitan dengan kan
mengumpulkan bahan dan menyusun draf Sosial Prov. Kalsel Kegiatan Dinas
laporan Sosial Prov. Kalsel
3 | Melakukan rapat persiapan kegiatan dan Draf Laporan Kinerja 2 Hari Draf Laporan Kinerja
pengumpulan data serta mengolah data siap disampaikan sudah direview oleh
dan penyusunan konsep Laporan Kinerja 'y tim
Dinas Sosial Prov. Kalsel
4 | Mereview konsep Laporan tim yang Draf Laporan Kinerja 10 menit | Draf Laporan Kinerja
terbentuk dengan SK Kepala Dinas Sosial sudah direview sudah direview oleh
Prov. Kalsel Tahun 2016 tim
5 | Mereview konsep Laporan Kinerja Dinas Draf Laporan Kinerja 5 Hari Draf Laporan Kinerja
Sosial Prov. Kalsel Tahun 2016 dengan sudah direview oleh tim sudah direview oleh
Tim Provinsi Kalimantan Selatan tim.
(Inspektorat dan Biro Organisasi)
6 | Memeriksa dan memperbaiki serta Draf Laporan Kinerja 5 Hari Laporan Kinerja
mendiskusikan dengan hasil mereview T sudah direview oleh tim sudah direview oleh
konsep Laporan Kinerja Dinas Sosial dan dibahas tim
Prov. Kalsel Tahun 2016 dengan Tim Y
Inspektorat Prov. Kalsel
7 | Memeriksa dan mengevaluasi serta Laporan Kinerja sudah 30 menit | Laporan Kinerja
menandatangani Laporan Kinerja Dinas direview oleh tim dan Dinas Sosial Prov.
Sosial Prov. Kalsel diperiksa oleh Kepala Kalsel
Dinas
8 | Mencetak dan mendokumentasikan Laporan Kinerja 1 Hari Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Sosial Prov. Kalsel
Tahun 2016 dan menyerahkan ke Tim
Prov. Kalsel

A

diserahkan ke Setda dan
Inspektorat Prov. Kalsel

diterima Setda dan
Inspektorat Prov.
Kalsel




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 9 Januari 2017

Tanggal Revisi 15 November 2022

Tanggal Efektif 15 November 2022

Disahkan oleh Kepala Dinas Sosial

Provinsi Kalimantan Selatan

DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Ls
MUHAMMADUN;, A.KS., M.l.Kom.
NIP. 19660419 198910 1 001

Pengukuran Kinerja Dinas Sosial

Nama SOP Provinsi Kalimantan Selatan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang menunjang tugas;
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara kegiatan;
2. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan| | c. Memahami dengan baik tugas dan fungsi Dinas Sosial Prov. Kalsel,
Daerah; d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Caral | €. Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya..
4. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

Peraturan Gubernur No. 188.44/0549/KUM/2012 tentang Penyempurnaan

Penetapan IKU Pemerintah Prov. Kalsel

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Penyusunan Rencana Kinerja/Perjanjian Kinerja; a. Cascading Perencanaan
2. SOP Penyusunan Anggaran b. Evaluasi Renstra

c. Evaluasi SAKIP




Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada:
|[Kurang selarasnya visi, misi, tujuan, sasaran dengan program diklat




PELAKSANA MUTU BAKU
Ka.Subbag
NO KEGIATAN Sekretaris Pergncanaan dan gied%ar:g Kepala Dinas Arsiparis I'Zilr:?]/ggts;/] Waktu Output Ket.
elaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Memerintahkan penyusunan Disposisi surat 5 menit | Disposisi surat
Pengukuran Kinerja Dinas Sosial }

2 Membuat format pengumpulan data dan Format 30 menit | Format Pengukuran
informasi Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja
masing-masing Bidang dan Sekretariat T Kinerja

3 Menyampaikan format pengumpulan k.4 Format 15 menit | Draft Usulan
data dan informasi Pengukuran Kinerja Pengukuran Pengukuran Kinerja
kepada masing-masing Bidang dan v Kinerja
Sekretariat

4 Mengundang Kepala Dinas dan Pejabat Undangan rapat 30 menit | Undangan rapat
Eselon I11 di lingkungan Dinas Sosial
Prov. Kalsel untuk rapat pembahasan
Pengukuran Kinerja [

5 Melaksanakan rapat pembahasan Z Y 4 Draft Pengukuran 1 jam Draft Pengukuran
Pengukuran Kinerja Kinerja Dinas Kinerja Dinas Sosial

T I I T Sosial

6 Menghimpun format data dan informasi v Draf Kinerja 1 jam Draft Pengukuran
Pengukuran Kinerja dari masing- Dinas Sosial Kinerja Dinas Sosial
masing Bidang dan Sekretariat 1

7 Menganalisis data dan informasi Y Draft Pengukuran 1 jam Draft Pengukuran
Pengukuran Kinerja yang terkumpul Kinerja Dinas Kinerja Dinas Sosial

T Sosial

8 Membuat konsep Pengukuran Kinerja R Draft Pengukuran 30 menit | Dokumen Pengukuran

Dinas Sosial > Kinerja Dinas Kinerja
Tidak Sosial

9 Mengoreksi konsep Dokumen Dokumen 10 menit | Dokumen Pengukuran

Pengukuran Kinerja Dinas Sosial < Pengukuran Kinerja Dinas Sosial
ﬁa Kinerja Dinas
Sosial

10 | Menyampaikan Dokumen Pengukuran Dokumen 5menit | Dokumen Pengukuran
Kinerja kepada Kepala Dinas untuk > Pengukuran Kinerja
memintakan persetujuan Kinerja

11 | Menandatangani Dokumen Pengukuran Konsep surat 10 menit | Surat pengantar
Kinerja Dinas Sosial pengantar

12 | Membuat surat pengantar pengiriman 4 Dokumen 30 menit | Dokumen Pengukuran
sekaligus penomoran surat Pengukuran Kinerja Dinas Sosial

Kinerja Dinas
Sosial




PELAKSANA MUTU BAKU
Ka.Subbag
NO KEGIATAN . Kepala . L Persyaratan/ Ket.
Sekretaris Perencanaan dan Bidang Kepala Dinas Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
Pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 | Menggandakan Dokumen Pengukuran Dokumen 10 menit | Dokumen Pengukuran
Kinerja Dinas Sosial Pengukuran Kinerja Dinas Sosial
Kinerja Dinas
Y Sosial
14 | Mengirim Dokumen Pengukuran A J Dokumen 5 menit Dokumen Pengukuran
Kinerja Dinas Sosial ke BAPPEDA dan Pengukuran Kinerja Dinas Sosial

pengarsipan

Kinerja Dinas
Sosial




DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 01 Januari 2019

Tanggal Revisi 22 November 2022

Tanggal Efektif 22 November 2022

Disahkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial

Provinsi Kalimantan Selatan

L

MUHAMMADUN;"A.KS., M.l.Kom.
NIP. 19660419 198910 1 001

Nama SOP

Pengumpulan Data Kinerja Dinas
Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

Undang-Undang No.25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang No.21 Tahun
1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957
antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat |
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Rl Nomor 1106)

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 No.14)

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

Peraturan Gubernur No. 188.44/0549/KUM/2012 tentang
Penyempurnaan Penetapan IKU Pemerintah Prov. Kalsel

a.

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan
dalammenunjang tugas;

Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam
pelaksanaankegiatan;

Memahami dengan baik tugas dan fungsi Dinas Sosial Prov.
Kalsel;Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap
tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu;

Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.




Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Penyusunan Renstra a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang
2. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan terkaitdengan SAKIP
3. (RKT)SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja b. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan
4. (PK) c. programPerangkat Komputer

SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan SOP Penyusunan Lakip d. ATK
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Pengumpulan Data Kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar a. KepalaDinas : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda
maka kegiatan pelaporan akan terhambat. b. TanganSekretaris : Lembar Disposisi; Paraf

c. Ka.Subbag Perencanaan dan Pelaporan : Lembar Disposisi; Paraf

Setiap tahap terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk
fotcopy maupun hardcopy




PELAKSANA MUTU Ket
BAKU
NO KEGIATAN Ka.Subbag Tim
. Perencanaa Staf / Persyaratan/
Sekretaris Penyusunan Waktu Output
ndan Pelaksana Kelengkapan
p SAKIP
elaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Memerintah untuk mengumpulkan data Struktur 15 draft tim
kinerja organisa menit
Si
2 Membentuk tim Draft tim 30 tim
> menit
3 Menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan Tim 3 hari rencana kegiatan
kegiatan pengumpulan data > pengumpulan
data
4 Menghimpun data kinerja, menyusun X Data kinerja 1 hari | konsep laporan
konsep laporan hasilpengumpulan
data
5 Laporan Ka.Subbag kepada Sekretaris A 4 Konsep 1 hari konsep laporan
terkait hasil pengumpulan data kinerja laporandata hasilpengumpulan
kinerja data
6 Melakukan rapat intern dengan Tim Data kinerja 30 menit | laporan final
7 Hasil pengumpulan data \ 4 Data 1 hari laporan yang
kinerja telahditanda
yang telah tangani

diparaf




DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 9 Januari 2017

Tanggal Revisi 15 November 2022

Tanggal Efektif 15 November 2022

Disahkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial

Provinsi Kalimantan Selatan

v

MUHAMMADUN, AKS., M.l.Kom.
NIP. 19660419 198910 1 001

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas

Nama SOP Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang No.25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang No.21 Tahun1958
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 antara lain
mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Rl Nomor 1106)

2. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 No.14)

3. Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Gubernur No. 188.44/0549/KUM/2012 tentang Penyempurnaan

Penetapan IKU Pemerintah Prov. Kalsel

a.  Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam
menunjang tugas;

b.  Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
kegiatan;

c.  Memahamidengan baik tugas dan fungsi Dinas Sosial Prov. Kalsel;

d.  Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu;

€. Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas a.  Perangkat Komputer
Sosial Prov. Kalsel b. ATK

2. Laporan Realisasi Program Kegiatan Kesejahteraan Sosial pada UPTD
Dinas Sosial Prov. Kalsel

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penyusunan
Laporan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016

a.  File Arsip
b.  Agenda yang berkaitan dengan Laporan Kinerja Dinas Sosial Prov.
Kalsel Tahun 2016




PELAKSANA MUTU BAKU Ket.
NO KEGIATAN . Subbag Tim Tim Kepala Persyaratan/
Sekretaris | Perencanaan . . Waktu Output
Penyusun | Evaluasi Dinas Kelengkapan
dan Pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 | Membentuk tim penyusun laporan kinerja Draf SK dan tim 1Jam Draf SK dan jadwal Sesuai
dengan SK Kepala Dinas Sosial Prov. } penyusun dan rencana penyusunan ketentuan
Kalsel kerja
2 | Menugaskan Kasubbag Perencanaan dan Bahan yang berkaitan 15 menit | Bahan yang Diagenda
Pelaporan Dinas Sosial Prov. Kalsel untuk dengan Kegiatan Dinas berkaitan dengan kan
mengumpulkan bahan dan menyusun draf Sosial Prov. Kalsel Kegiatan Dinas
laporan Sosial Prov. Kalsel
3 | Melakukan rapat persiapan kegiatan dan Draf Laporan Kinerja 2 Hari Draf Laporan Kinerja
pengumpulan data serta mengolah data siap disampaikan sudah direview oleh
dan penyusunan konsep Laporan Kinerja 'y tim
Dinas Sosial Prov. Kalsel
4 | Mereview konsep Laporan tim yang Draf Laporan Kinerja 10 menit | Draf Laporan Kinerja
terbentuk dengan SK Kepala Dinas Sosial sudah direview sudah direview oleh
Prov. Kalsel Tahun 2016 tim
5 | Mereview konsep Laporan Kinerja Dinas Draf Laporan Kinerja 5 Hari Draf Laporan Kinerja
Sosial Prov. Kalsel Tahun 2016 dengan sudah direview oleh tim sudah direview oleh
Tim Provinsi Kalimantan Selatan tim.
(Inspektorat dan Biro Organisasi)
6 | Memeriksa dan memperbaiki serta )4 Draf Laporan Kinerja 5 Hari Laporan Kinerja
mendiskusikan dengan hasil mereview T sudah direview oleh tim sudah direview oleh
konsep Laporan Kinerja Dinas Sosial dan dibahas tim
Prov. Kalsel Tahun 2016 dengan Tim Y
Inspektorat Prov. Kalsel
7 | Memeriksa dan mengevaluasi serta Laporan Kinerja sudah 30 menit | Laporan Kinerja
menandatangani Laporan Kinerja Dinas direview oleh tim dan Dinas Sosial Prov.
Sosial Prov. Kalsel diperiksa oleh Kepala Kalsel
Dinas
8 | Mencetak dan mendokumentasikan Laporan Kinerja 1 Hari Laporan Kinerja
Laporan Kinerja Dinas Sosial Prov. Kalsel < diserahkan ke Setda dan diterima Setda dan
Tahun 2016 dan menyerahkan ke Tim Inspektorat Prov. Kalsel Inspektorat Prov.
Prov. Kalsel Kalsel




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS SOSIAL

SEKRETARIAT

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

01 Januari 2019

Tanggal Revisi

22 November 2022

Tanggal Efektif

22 November 2022

Disahkan oleh

Plt. Kepala Dinas Sosial
Provinsi ‘Kalimantan Selatan

MUHAMMADUN; A.KS, M.1.Kom
NIP. 19660419 198910 1 001

Nama SOP

Pengelolaan Pengaduan -meialui Aplikasi SP4AN LAPOR! Oleh
Admin Koordinator dan Pejabat Penghubung Dinas Sosial

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Nomenklatur
Permendagri No.3 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan
4. Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan
5. Publik
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
6. Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Media Komunikasi Elektronik di Provinsi
Kalimantan Selatan
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
7. Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tahun
2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

C. Selatan

a.  Memiliki pemahaman mengenai pengelolaan pengaduan melalui aplikasi SP4AN LAPOR!
Mampu mengoperasikan komputer
b.  Memiliki pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Pengintegrasian seluruh pengaduan ke dalam sistem LAPOR oleh Admin Koordinator
2. Pengintegrasian seluruh pengaduan ke dalam sistem LAPOR oleh Admin Penghubung

a. Perangkat Komputer
b.  Akses internet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pengelolaan pengaduan dan
jika tidak dilaksanakan sesuai ketentuan maka proses penanganan pengaduan tidak bisa

dijalankan

a. Laporan pengaduan
b. Dokumentasi




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
User/Pelapor Admin Pejabat Kelengkapan Waktu Output
Koordinator Penghubung
Membuka link/url https:/fwww.lapor.go.id/ kemudian memilih klasifikasi Komputer, Akses Laporan
1 |laporan (pengaduan/aspirasi/permintaan informasi), mengetikkan judul Internet Pengaduan
laporan, isi laporan, tanggal kejadian, lokasi kejadian, memilih instansi melalui LAPOR
tujuan, kategori laporannya, serta dapat memilih untuk menyembunyikan
identitas (anonym) dan kerahasiaan laporan dari publik
o L L Komputer, Akses| 1-3 Hari Laporan yang |Jika pelaporan
Menerima input pgngaduan, m_emver|fll$a5| dan mendisposisi Iapor_an/ Internet, telah diverifikasi | tidak melengkapi
2 |pengaduan, selanjutnya menginformasikan pengaduan kepada pejabat > — Laporan data atau dokumen
penghubung melalui grup Whatsapp - Lengkap dari maka laporan tidak
P Pelapor ditindaklanjuti
Komputer, Akses| 5-10 Hari Laporan yang |Jika tidak ditindak-
3 | Menerima dan memberikan respon atas pengaduan, dengan tahapan : Internet, Laporan telah ditindak- | lanjuti dalam 60
- Menerima disposisi laporan Admin Koordinator yang telah lanjuti hari kerja maka
- Memberi informasi laporan pengaduan yang masuk kepada Kepala diverifikasi 'a!po"a” tersebut
. . diteruskan oleh
Dinas Sosial sistem ke
- Menyusun redaksi jawaban atas laporan yang diterima Ombudsman RI
- Melaporkan tindak lanjut pengaduan kepada Kepala
Dinas Sosial
- Memfilter laporan dan mengirimkan request disposisi
ulang ke Admin Koordinator jika laporan tidak sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang
bersangkutan
A 4 Laporan ditindak-| 10 Hari Laporan selesai |Jika dalam 10 hari

Memantau perkembangan tanggapan balik dari masyarakat

lanjuti oleh Dinas
Sosial

kerja tidak ada
tanggapan balik
dari pelapor, maka
laporan dianggap
selesai




